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BAB I

PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini sangat cepat dikarenakan Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan pesat. Upaya pemerintah  dilakukan berdasarkan pola umum pembangunan jangka panjang yang telah mencapai kemajuan yang cukup memuaskan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

Namun setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, kondisi perekonomian kita menurun dengan drastis. Hal ini membawa dampak yang buruk bagi kondisi di Indonesia sehingga menimbulkan gejolak ekonomi yang berkepanjangan dan kecemburuan sosial yang berdampak pada banyaknya perusahaan-perusahaan ditutup karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Dalam era globalisasi saat ini meskipun kondisi keadaan perekonomian yang tidak stabil namun perusahaan yang bertahan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi sekarang serta melakukan penghematan untuk meminimalisasikan biaya dan menentukan pendapatan yang diakui secara tepat  agar mendapatkan laba yang optimal setelah dipotong pajak.

Selain penentuan hal-hal diatas, penentuan harga dan kualitas barang yang diproduksi merupakan faktor pendukung utama keberhasilan suatu perusahaan. Sehingga celah tersebut banyak dilihat perusahaan atau investor dari luar negeri untuk memasarkan produknya di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini menurut Syahrul dalam situs http://www.indotextiles.com adalah  banyaknya produk luar negeri masuk ke Indonesia khususnya dari Cina dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang bersaing. Hampir di semua sektor perdagangan di Indonesia dikuasai produk Cina. Dengan harga yang jauh lebih murah dan pilihan produk yang beragam jenis dan bahkan menyediakan produk tiruan merek-merek terkenal yang sering masuk ke Indonesia secara ilegal atau diseludupkan memberikan pengaruh yang besar terhadap perusahaan lokal. Dengan banyaknya produk Cina yang dipasarkan di Indonesia sehingga berpengaruh terhadap pendapatan (revenue) yang diperoleh menurun oleh setiap perusahaan namun biaya yang dikeluarkan tetap sehingga berpengaruh terhadap potongan pajak penghasilan yang dibayarkan.
Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha tertentu. Informasi ini disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, dimana informasi yang tersedia berupa informasi harta, kewajiban serta modal. Perhitungan laba rugi menunjukkan pendapatan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan serta hasil usaha yang diperoleh dalam suatu periode yang terakhir pada tanggal yang tertera di neraca. Laporan perubahan posisi keuangan menyajikan kegiatan pembiayaan dan investasi perusahaan. 
Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, perhatian pada perhitungan laba rugi semakin dirasakan manfaatnya. Dengan adanya informasi mengenai pendapatan, maka dapat membandingkan antara modal yang tertanam dengan penghasilan sebagai alat untuk mengukur kinerja efisiensi perusahaan dan dapat memprediksi distribusi dividen di neraca yang akan datang. Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut earning process. Secara garis besar earning process menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian. Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba atau income dan rugi atau less. Pendapatan umumnya digolongkan atas pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan. Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi. Pendapatan non operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga dan deviden. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan: Sumber pendapatan, Produk dan kegiatan utama perusahaan, Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan.

Pengakuan sebagai pencatatan suatu barang (item) dalam perkiraan-perkiraan dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu transaksi baik dalam kata-kata maupun dalam jumlahnya, dimana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adapun pendapatan direalisasikan ketika kas diterima untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasikan ketika klaim atas kas (misalnya, aktiva non kas seperti piutang usaha atau wesel tagih) diterima yang ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam kas tertentu. Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan secara mendasar menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar dikatakan menerima manfaat dari pendapatan yang terkait. Secara umum pendapatan diakui ketiga proses menghasilkan laba diselesaikan atau sebenarnya belum diselesaikan selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara tepat. 
Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Anni (2002) dari http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_162.html yang berjudul Pengakuan pendapatan dan beban menurut undang-undang perpajakan no. 10 tahun 1994, yaitu Perusahaan diberikan kepercayaan untuk menghitung, memotong, menyetorkan pajak penghasilan perusahaan sehingga perusahaan harus benar-benar mengerti dan memahami UU no 10 tahun 1994 yaitu tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal sebagai lampiran pengisian SPT PPh. Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu berupa dokumen, angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan serta data kualitatif yaitu data-data berupa catatan perusahaan seperti gambaran umum perusahaan atau sejarah perusahaan. Sumber data diambil dari sumber internal yaitu melalui wawancara langsung dengan direktur serta dari data perusahaan. Berdasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan yaitu dalam hal
pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan yang dimasukkan harus benar-benar merupakan obyek pajak penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang sesuai dengan undang-undang no 10 tahun 1994 pasal 6. Oleh karena itu perusahaan tetap menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar selain pajak dengan menggunakan pedoman SAK seperti yang selama ini yang dilakukan perusahan. Sedangkan untuk melaporkan dan membayar pajak maka dapat diserahkan laporan keuangan komersial dengan menyertakan koreksi fiskal sehingga tidak menimbulkan masalah. Hasil pembahasan memberikan kesimpulan bahwa agar badan usaha dapat memberikan informasi yang sama atas laporan keuangannya kepada para pemakainya serta dapat memenuhi prinsip konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut disusun dengan tetap berdasarkan
pada Standart Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk keperluan
perhitungan pajak penghasilan terutang diadakan koreksi fiskal atas laba sebelum kena pajak, mengenai pengaruh perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Selain laporan keuangan juga dijelaskan mengenai metode penyusutan aktiva tetap yang dipakai, sehingga diperoleh laporan keuangan yang lengkap, benar serta relevan sesuai dengan kondisi badan usaha. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), prinsip wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan untuk mencatat keseluruhan penghasilan dan biaya dalam 1 tahun pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta membuat laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung PPh yang terutang. Dengan demikian apabila wajib pajak badan tidak menyelenggarakan pembukuan dan laporan keuangan sudah dapat dipastikan wajib pajak tersebut tidak dapat menghitung PPh yang terutang serta melaporkan PPh yang terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

PT. Cahaya Kharisma Jaya adalah perusahaan tekstil yang berdiri sejak tahun 1985 di Bandung. Aktivitas bisnis PT. Cahaya Kharisma Jaya adalah memproduksi produk-produk tekstil, terutama rajutan (vitrase dan kelambu) dengan kualitas yang baik dan memberikan jasa pencelupan dan pewarnaan bagi perusahaan-perusahaan tekstil mitranya diseluruh Indonesia. Perusahaan ini mampu bertahan diantara persaingan yang tinggi dengan produk tekstil dari cina hingga saat ini. 

Tabel 1.1

Biaya, Pendapatan, PPh Badan Terutang dan Laba Sebelum PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya Bandung
	Tahun
	Biaya
	Pendapatan
	PPh Badan
Terutang
	Laba Sebelum PPh Badan


	2003
	80.587.254
	307.325.265
	2.380.000
	23.800.811

	2004
	624.862.514
	1.162.534.726
	8.286.000
	71.906.679

	2005
	148.381.530
	402.978.332
	4.352.000
	43.522.945

	2006
	224.054.552
	305.060.050
	2.622.000
	26.224.914

	2007
	253.963.059
	748.765.298
	7.091.000
	63.944.087


Sumber: PT. Cahaya Kharisma Jaya Bandung Bagian Akuntansi, 2008
Berdasarkan tabel diatas terlihat dari tahun 2003 sampai tahun 2007 total biaya dan total volume penjualan dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi, akan tetapi pada tahun 2004 sampai tahun 2006 terjadi penurunan pendapatan. hal ini disebabkan karena adanya penambahan variabel biaya produksi yang menyebabkan persentase total biaya meningkat.  Dengan demikian pada tahun 2004 sampai 2006 laba perusahaan mengalami penurunan. Hal ini memiliki pengaruh terhadap laba yang diterima PT. Cahaya Kharisma Jaya. Tetapi pada tahun 2007 terjadi kenaikan laba yang diakibatkan oleh volume penjualan meningkat yang dibarengi dengan biaya dan potongan pajak yang meningkat, maka laba bersih perusahaan pada tahun 2007 mengalami kenaikan.
Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan (revenue) dan potongan pajak penghasilan badan(PPh Badan) dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan (revenue) Terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)”.

1.2
Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapatan (Revenue) yang dilakukan oleh PT. Cahaya Kharisma Jaya 
2. Bagaimana penerapan pajak penghasilan badan (PPh Badan) yang dilakukan oleh PT. Cahaya Kharisma Jaya
3. Bagaimana pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan di PT. Cahaya Kharisma Jaya
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapatan (revenue) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya 
2. Untuk mengetahui pajak penghasilan badan (PPh Badan) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya :
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini telah memperdalam wawasan penulis mengenai objek yang diteliti, yaitu pendapatan (revenue) dan pajak penghasilan badan serta memahami bagaimana hubungan dan pengaruh diantara keduanya sebagai sarana untuk menguji kemampuan penulis dalam menyusun suatu kerangka ilmiah.
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan volume pendapatan sehingga dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta meningkatkan kinerja kegiatan perhitungan pajak penghasilan badan yang dibayarkan. Selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu parameter bagi perusahaan dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan laba.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian informasi tambahan dan bahan perbandingan tentang penerapan teori yang ada pada praktek yang sesungguhnya.

1.5
 Lokasi dan Waktu Penelitian
1.5.1 
Lokasi Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data untuk menyusun skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada PT. Cahaya Kharisma Jaya yang berlokasi di JL. Panyawangan No. 8, Cileunyi Bandung-40622 Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian


Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Februari 2009. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.3  dibawah ini:
Tabel 1.2 Waktu Penelitian

	
	
	
	
	Bulan
	

	Tahap
	Prosedur
	Sept
	Okt
	Nov
	Des
	Jan
	Feb

	I
	Tahap Persiapan:
	
	
	
	
	
	

	
	1. Membuat outline dan proposal skripsi
	
	
	
	
	
	

	
	2. Mengambil formulir penyususnan skripsi
	
	
	
	
	
	

	
	3. Menentukan tempat penelitian
	
	
	
	
	
	

	II
	Tahapan Pelaksanaan:
	
	
	
	
	
	

	
	1. Mengajukan outline dan proposal     skripsi
	
	
	
	
	
	

	
	2. Meminta surat pengantar keperusahaan
	
	
	
	
	
	

	
	3. Penelitian
	
	
	
	
	
	

	
	4. Penyusunan skripsi
	
	
	
	
	
	

	III
	Tahap Pelaporan:
	
	
	
	
	
	

	
	1. Menyiapkan draft skripsi
	
	
	
	
	
	

	
	2. Sidang akhir skripsi
	
	
	
	
	
	

	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi
	
	
	
	
	
	

	
	4. Penggandaan skripsi
	
	
	
	
	
	


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 
DAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Pustaka
2.1.1
Definisi Pendapatan

Definisi pendapatan menurut Donald E. Kieso dalan buku Akuntansi Intermediate Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo adalah sebagai berikut: 
“Pendapatan (Revenue) adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang,pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode”.

(2002:4)

Definisi pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas,yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.
(2004:23.3)  
Sedangkan pengakuan penghasilan menurut IAI dalam PSAK adalah: 
“Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau pembayaran kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal”.

( 2004:30)
Pendapatan yang ditangguhkan (deferred revenues) atau pendapatan diterima di muka (unearned revenues) menurut Warren Reeve Fess dalam buku Pengantar akuntansi yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan adalah sebagai berikut:



“Merupakan pos yang pertama kali dicatat sebagai kewajiban tetapi diharapkan menjadi pendapatan di kemudian hari  atau selama operasi normal”.                                                                                         

(2006:130)
Pengertian pendapatan akrual (accrued revenues) menurut Warren Reeve Fess dalam buku Pengantar akuntansi yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan adalah sebagai berikut:



“Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam akun”.
(2006:130)

Dari uraian diatas dapat dipahami definisi pendapatan dapat dilihat dari arus masuk bruto atau manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan perusahaan selama satu periode yang bukan berasal dari pada penanaman modal dan juga dapat dilihat dari proses pencatatan ataupun dari mana akun tersebut diperoleh sehingga dapat diakui sebagai pendapatan. 
2.1.2
Konsep Pendapatan

Seperti dikutip dari Rustam dalam situs http://library.usu.ac.id/ download/fe/akuntansi-rustam2.pdf secara garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dua segi, yaitu : 

“1. Menurut ilmu ekonomi 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. 

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. 

2. Menurut ilmu akuntansi 

Banyak konsep pendapatan didefinisikan dari berbagai literatur akuntansi dan teori akuntansi. Namun pada dasarnya konsep pendapatan dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu : 

a) Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan adalah hasil perpindahan modal dalam bentuk kas, masukan yang lain dari property dapat diterima untuk pelanggan atau klien, yang mana hasil dari menjual barang dagangan atau masukkan jasa, atau dari investasi untuk permintaan keuntungan  sebagai jaminan atau simpanan deposit.
b) Pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk atau inflow adalah pandangan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa atau outflow. Fokus kegiatan perusahaan terhadap kegiatan utama yang berakibat kepada kenaikan aktiva atau pengurangan hutang dan yang dapat merubah modal tersebut pendapatan dalam arti sempit. Dilihat dari arti sempit, untuk kenaikan ekuitas yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan semua transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempekerjakan entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik disebut keuntungan. “
(2002)
Definisi di atas, menekankan pengertian pendapatan pada arus masuk penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti. 

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa ada dua penggolongan mengenai pendapatan, yaitu penggolongan secara luas dan secara sempit. Pendapatan secara luas menitikberatkan kepada keseluruhan kegiatan perusahaan yang menghasilkan kenaikan aktiva atau berkurangnya hutang dan dapat merubah modal pemiliknya. Keseluruhan kegiatan perusahaan itu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan lain di luar kegiatan utama. Pemfokusan kegiatan perusahaan terhadap kegiatan utama yang berakibat kepada kenaikan aktiva atau pengurangan hutang dan yang dapat merubah modal tersebut pendapatan dalam arti sempit.
2.1.3
Karakteristik Pendapatan 

Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebur earning process. Secara garis besar earning process menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian.

Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba atau income dan rugi atau less. Pendapatan umumnya digolongkan atas pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan. 

Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi. Pendapatan non operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga dan deviden.

Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Menurut Stice dan Skousen dalam buku Intermedite Accounting Edisi 15, karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan. 
“1. Sumber pendapatan 

Jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal; laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap; surat berharga; ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan; hadiah, sumbangan atau penemuan; revaluasi aktiva tetap; dan penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi di atas, hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan. 
2. Produk dan kegiatan utama perusahaan 

Produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun dalam bentuk jasa. Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk atau baik berupa barang atau jasa atau keduanya yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Terkadang, produk yang dihasilkan secara insidental bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai elemen pendapatan non operasi, maka pemberian pembatasan tentang epndapatan sangat perlu, untuk itu produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. 

3. Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan 

Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan maka tampaklah jumlah rupiah laba atau pendapatan bersih (netto).” 

(2004:583)

Pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan, ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan. 

2.1.4
Kriteria Pendapatan 

Pengakuan sebagai pencatatan suatu transaksi dalam perkiraan-perkiraan dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu transaksi baik dalam kata-kata maupun dalam jumlahnya, dimana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Empat kriteria mendasar yang harus dipenuhi menurut PSAK no. 23 sebelum suatu transaksi dapat diakui adalah : 
“1. Definsi transaksi dalam pernyataan harus memenuhi definisi salah satu dari tujuh unsur laporan keuangan yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. 

2. Transaksi tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur. 

3. Relevansi informasi mengenai transaksi tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. 

4. Reliabilitas informasi mengenai transaksi tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral.” 

(2008:23) 
Empat kriteria pengakuan di atas, diterapkan pada semua transaksi yang akan diakui pada laporan keuangan. Namun Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.5 menyatakan persyaratan yang lebih mengikat dalam hal pengakuan komponen laba dan pada pengakuan perubahan lainnya dalam aktiva atau kewajiban.
Seperti dikutip dari Fadjar dalam situs http:// trusttogod.files.wordpress.com sebagai tambahan pada empat kriteria pengakuan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila : 
“1.
Pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan.

2. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena    sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah selesai.” 

(2003)
Pendapatan direalisasikan ketika kas diterima untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasikan ketiga klaim atas kas (misalnya, aktiva non kas seperti piutang usaha atau wesel tagih) diterima yang ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam kas tertentu. 

Kriteria ini juga dipenuhi jika produk tersebut adalah suatu komoditas, seperti emas, dimana ada pasar publik untuk jumlah tak terhingga, dan produk tersebut dapat dibeli dan dijual pada harga pasar yang telah diketahui. 

Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan secara mendasar menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar dikatakan menerima manfaat dari pendapatan yang terkait. Secara umum pendapatan diakui ketiga proses menghasilkan laba diselesaikan atau sebenarnya belum diselesaikan selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara tepat. 
2.1.5
Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan no. 23. 
Kemampuan dari akuntansi sumber suatu informasi yang baik dapat dilihat dari kemampuannya untuk memberikan konsep pengakuan pendapatan dengan tepat
sehingga membantu pemakai dalam mengambil keputusan. 

Saat menentukan pendapatan diakui dapat ditinjau dari besar kemungkiman manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dapat diukur dan diprediksikan dengan normal. 
2.1.5.1
 Pengukuran Pendapatan 

Seperti pernyataan yang dikutip dari Rustam pada situs http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-rustam2.pdf bahwa:
“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.”

(2002)

 Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar disini dimaksudkan sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. 

Barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi bila barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. 
2.1.5.2
 Pengakuan Pendapatan 

Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut PSAK No.23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 No. 23 pendapatan dari penjualan barang harus segera diakui bila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi : 
  “•Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memudahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli; 

• Perusahaan tidak lagi mengelola atau pengendalian efektif atas barang yang dijual; 

• Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal; 

• Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut; 

• Biaya yang akan terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.” 
(2007:23.3)
Bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila perusahaan tersebut menahan resiko dari kepemilikan, antara lain : 

• Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya; 

• Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan; 

• Bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan; dan 

• Bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi return. 

Pendapatan dan transaksi penjualan jasa dapat diestimasi atas tugas yang disepakati perusahaan. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 No. 23, penjualan jasa dapat diakui dengan metode persentase penyelesaian, bila memenuhi seluruh kondisi berikut : 

“• Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal; 

 • Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan; 

• Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan 

• Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya tidak menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.” 
(2007:23.5)
Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut dapat dipisah dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut, antara lain : 

• Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum yang berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut; 

• Imbalan yang harus dipertukarkan; dan 

• Cara dan persyaratan penyelesaian. 
Seperti dikutip dari Rustam pada situs http://www. library.usu.ac.id tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi : 

· Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. 

· Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal. 

· Pendapatan atas bunga, royalti, dan deviden ini diakui dengan menggunakan dasar tersebut. 
· Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. 
· Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. 

· Dalam metode biaya (cost method), deviden tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran diterapkan.”
(2002)

Sehingga dapat dipahami penentuan metode yang digunakan tergantung pada sifat transaksi maupun asal perolehan pendapatan itu sendiri dapat melihat proporsi waktu untuk memperhitungkan hasil efektif sesuai dengan subtansi perjanjian yang relevan.
2.1.6
 Masalah Dalam Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan 

2.1.6.1
Masalah Pengukuran Pendapatan 
Pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian informasi yang relevan untuk penggunaan yang ditetapkan. Pembatasan data yang tersedia dan ciri-ciri tertentu dari lingkungan membatasi keakuratan dan keterandalan pengukuran. Oleh sebab itu keterbatasan ini harus dikemukakan secara eksplisit dan dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip serta prosedur akuntansi, karena kendala-kendala ini tidak dapat dibuang oleh lingkungan atau kurangnya alat pengukur memadai. 

Nilai tukar produk atau jasa sebagai hasil penjualan perusahaan merupakan ukuran terbaik dan paling objektif bagi pendapatan. Penentuan satuan ukur untuk pendapatan secara umum dinyatakan dengan jumlah uang atau unit moneter. Penentuan ini menimbulkan masalah, oleh sebab itu adanya penurunan atau kenaikan daya beli umum sepanjang waktu. 

Keterbatasan pengukuran pendapatan dapat timbul karena data akuntansi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan. Meramalkan pada masa yang akan datang pada umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. 

Namun, ketidakmampuan untuk membuat pengukuran pendapatan yang terandal dan atribut khusus yang dianggap relevan dapat juga disebab oleh kurangnya teknik pengukuran yang terandal dan ketidakmampuan untuk menemukan prosedur pengukuran pendapatan yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur. 
2.1.6.2
Masalah Pengakuan Pendapatan 

Seperti dikutip dari Suwardjono dalam situs http://www.suwardjono.com masalah yang sering dihadapi dalam pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

“a) Masalah pengakuan selama proses produksi

1. Akresi

2. Apresiasi

3. Penghematan biaya

-Apakah ketiganya memenuhi definisi pendapatan?

-Apakah ketiganya dapat diakui sebagai pendapatan?

b) Masalah pengakuan saat penjualan

1.  Kembalian dan potongan tunai

2.  Hak pengembalian barang

3.  Biaya purnajual

4.  Kerugian piutang

5.  Makna penjualan

-Apakah hal-hal diatas harus menghalangi pengakuan pendapatan saat penjualan?

-Bagaimana cara mengatasinya?”

(2008)
Pada penjelasan sebelumnya konsep pendapatan hingga saat ini sulit dirumuskan oleh para ahli ekonomi maupun akuntansi, hal ini disebabkan pendapatan menyangkut prosedur tertentu, perubahan nilai tertentu dan waktu pendapatan harus dilaporkan. 
Didalam definisi pendapatan sebagai produk perusahaan dalam mengukur dan melaporkan pendapatan masih menghadapi masalah. Suatu alternatif pengakuan pendapatan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan berdasarkan kejadian kritis atau yang paling menentukan, dengan kata lain sebagian pendapatan diakui kemudian jika fungsi atau kegiatan ekonomi tambahan akan terjadi kemudian. 
Sebaliknya bahwa nilai tambahan oleh perusahaan seharusnya dialokasikan beberapa titik waktu, bahkan jika pertambahan nilai oleh perusahaan dilaporkan pada satu titik waktu saja maka jumlah pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor ekonomi lainnya harus dilaporkan pada satu titik waktu saja. Walaupun pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor lainnya sesuah pengakuan utama. Inilah konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu harga penjualan tunai akhir dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual. 

Salah satu kesulitan utama konsep realisasi adalah bahwa realisasi mempunyai arti berbeda-beda bagi setiap orang. Di dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Tetapi banyak para ahli menggunakan istilah realisasi tersebut dalam arti memandangnya sebagai aturan khusus yang cocok bagi pelaporan transaksi, sedangkan yang lain akan memasukkan semua kenaikan nilai tanpa mempermasalahkan jenis dan sumbernya. 

Dari berbagai istilah dan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan yang dijelaskan oleh para ahli dan pakar akuntansi terlihat dengan jelas bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan, hal ini mungkin saja disebabkan perbedaan geografis dan keadaan, serta praktek-praktek yang akan dihadapi di masing-masing daerah atau negara. Untuk itu bagi perusahan dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan memilih salah satunya dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan dan diharapkan diterapkan secara konsisten dalam perusahaan.
 2.2

Definisi Pajak



Definisi pajak menurut Nigthtingale yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak penghasilan menyatakan:

“A Compulsory contribution, imposed by Government, and while tax payers many receive nothing identifiable in return for their contribution, their 
nevertheless have the benefit of living in a relative by educated, healthy and save society”.

(2000:1)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan, pajak sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung, akan tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman, aman, sejahtera, dan berpendidikan.   
Menurut Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak penghasilan menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarka Undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung ditujukan untuk membayar untuk membayar pengeluaran umum”.
(2000:2)
Dari definisi tersebut, menurut Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak penghasilan dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:


“1.
Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, Iuaran tersebut berupa uang (bukan barang).

2.
Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serat aturan pelaksanaannya.

3.
Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukakn adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.”
(2002:2)



Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat masyarakat luas.

 

Yang dimaksud dengan wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 1 huruf a yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun suatu badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan melakukan kewajiaban perpajakan, termasuk pemotongan pajak atau pemotongan pajak tertentu”.




(2000:169)

Sedangkan pengertian wajib pajak menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Revisi adalah:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.
(2003:12)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan, yang disebut wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak yaitu subjek pajak dan objek pajak.
2.2.1
Definisi Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh):

“Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun pajak”.

(2006:2)

Pengertian Badan (Subjek PPh) seperti yang dikutip dari Irsan Lubis pada situs http://ilubis.files.wordpress.com adalah sebagai berikut:
“Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan bentuk apapun  firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya”.

(2008)


Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 1 dikutip dari http://www.pajak.go.id disebutkan bahwa pajak pengahasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak mencakup:
(a) 1. Orang Pribadi

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang belum berhak yaitu ahli waris.

(b) Badan terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, koperasi, yayasan, dan bentuk badan usaha lainnya.
(c) Bentuk usaha tetap.
(2000)

Definisi objek pajak seperti yang dikutip dari http://www.pajak.go.id adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:


“1.
Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pension, atau imbalan dala,m bentuk lainnya kecuali ditentukan lain oleh Perundang-Undangan.
2.   Hadiah atau undian atau pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.



3.   Laba usaha.


             4.   Keuntungan karena penjualan atau pengaliahan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya dikarenakan pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

d. Keutungan karena pengambilalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau pengausaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa usaha bagi hasil koperasi.
8. Royalti

9. Sewa dan penghasilan lainya sehubungan dengan penggunan harta.
10. Penerimaan atau pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

15. Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dan penghasilan yang belum dikenakan pajak.”
(2000)
Seperti diuraikan di atas, memberikan pengertian dan contoh-contoh jenis penghasilan secara umum. Dari sisi substansi atau definisi penghasilan, yaitu bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Definisi ini begitu luas artinya sehingga sudah menjangkau semua jenis penghasilan.
2.2.2
Biaya Yang Tidak Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Seperti dikutip dari http://www.pajak.go.id didalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan:
                      “1.
Pembagian laba seperti deviden/sisa hasil usaha koperasi.



2.   Biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham/sekutu/anggota.


3.
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (kecuali untuk usaha bank/sewa guna usaha dengan hak opsi/asuransi/biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan).

4. Premi asuransi kesehatan/kecelakaan/dwiguna/beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali dibayar oleh pemberi kerja atau premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkuatn.

5. Penggantian/imbalan yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham/paham yang memiliki hubungan yang istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b.

8. Pajak penghasilan.

9. Biaya yang dikeluakan atau di bebankan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenikmatan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.”
(2000)
Apabila diperhatikan dengan seksama atas biaya nonfiskal tersebut diatas, biaya-biaya tersebut memang tidak layak sebagai pengurang karena pengeluaran tersebut sebagai penggunaan penghasilan dan pengeluaran tersebut tidak terkait dengan usaha.
2.2.3
Biaya-Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seperti dikutip dari http://www.pajak.go.id antara lain:



“1.
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan yang beruapa objek pajak.

2. Penyusutan atau pengeluaran untuk harta berwujudan amortisasi.

3. Iuaran kepada dana pensiun yang pada pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

6. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.”
(2000)
Apabila diperhatikan secara seksama, maka biaya fiskal menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) UU PPh sebagaimana tersebut dalam huruf C terutama kategori biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sangat fleksibel dan banyak jenisnya. Selama biaya yang dikeluarkan wajib pajak mempunyai hubungan dengan usaha mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
2.2.4
Rekonsiliasi Fiskal


Dalam suatu tahun laba menurut akuntasi dan laba menurut pajak dapat berbeda jumlahnya. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya selisih jumlah pendapatan dan biaya yang digunakan untuk menghitung besarnya laba.

Menurut Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak penghasilan rekonsiliasi fiskal adalah:

“Suatu cara untuk menyesuaikan atau mengoreksi seperlunya oleh karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan atau biaya berdasarkan SAK dengan ketentuan perpajakan yang menunjukan adanya beda tetap dan beda waktu yang menyebabkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama.”
(2007:49)

Koreksi atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan tersebut dinamakan rekonsiliasi fiskal. Kertas kerja rekonsiliasi dapat disusun setelah dilakukan analisa terhadap keseluruhan transaksi usaha yang terjadi sesuai dengan catatan akuntansi menurut SAK atau mulai mencatat sejak awal tahun buku dimulainya suatu periode akuntansi dengan adanya perbedaan pengakuan pengahasilan dan biaya tersebut dalam catatan sendiri.

Dari analisa tersebut dapat diketahui trnasaksi mana yang telah sesuai dan mana yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya penyusunan kertas kerja rekonsiliasi ini, maka wajib pajak dapat mengetahui semua perubahan yang terjadi pada setiap pos dalam laporan keuangan komersial dan dapat menyusun laporan keuangan fiskal sebagai pengisian SPT PPh badan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
2.2.5
Perbedaan Tetap dan Waktu

Perbedaan waktu adalah suatu perbedaan yang timbul karena suatu perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi. Sedangkan perbedaan tetap adalah suatu perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan antar peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan beban, dimana ada pendapatan dan beban yang dapat dimasukan sebagai pendapatan dan beban menurut perpajakan, demikian juga sebaliknya.


Adapun perbedaan tersebut menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

“1.
Beda Tetap

Transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak dan sebaliknya.

2. Beda Waktu

Perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya untuk perhitungan laba.”
(2002:128)



Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum, atau sebaliknya, perbedaan ini bersifat sementara kerena akan tertutup pada periode sesudahnya.
2.2.6
Pengertian Penghasilan Kena Pajak 


Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh  disebutkan bahwa:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalm bentuk apapun”.
(2006:22)



Pengakuan jumlah penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No.17/2000 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penghasilan atau laba kotor dalam jumalah biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan/laba kotor menurut Undang-Undang Perpajakan.



Pengahsilan kena pajak merupakan dasar pengenaan tarif pajak, dalam rangka untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam satu periode tahun pajak.



Masalah pengenaan tarif pajak atas penghasilan/laba kotor yang diterima diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17/2000, pasal 17 ayat (1)

2.2.7
Kebijakan Akuntansi Fiskal



Dalam undang-undang No. 17 tahun 2000 seperti dikutip dari Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak penghasilan dapat ditemukan kebijakan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas akun laporan keuangan terutama pengakuan biaya. Kebijakan akuntasi fiskal untuk akun sebagai berikut:
“1.
Piutang

Kebijakan akuntansi fiskal tidak memperkenankan adanya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Piutang langsung dihapuskan pada saat ada kepastian tentang tidak tertagihnya piuatang tersebut.
2.
Persediaan

Kebijakan akuntansi fiskal untuk persediaan menentukan bahwa penilaian harga persediaan harus menggunakan harga perolehan, hanya saja didalam menentukan  harga pokok hanya boleh memakai metode rata-rata(Average Methode) atau metode masuk pertama keluar pertama (first in first out method) sedangkan metode masuk pertama keluar pertama (Last in first out method) tidak diperkenankan.
Konsekuensi dari kebijakan ini adalah bahwa perusahaan menggunakan metode LIFO (Last in first out method) harus menyesuaikan perhitungan harga pokoknya dengan salah satu metode yang diperkenankan dalam melaporkan penghasilan kena pajaknya.
3. Aktiva Tetap
Dalam menhitung besarnya penyusutan menurut Undang-Undang No 17 tahun 2000, aktiva tetap berwujud dibagi menjadi 4 golongan yaitu sebagai berikut:

(a) Golongan 1

Meliputi harta yang disusustkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.
(b) Golongan 2

Meliputi harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunayi masa manfaat lebih 4 tahun tetapi kurang dari 8 tahun.
(c) Golongan 3

Meliputi harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunayi masa manfaat lebih dari 8 tahun.
(d) Golongan 4

Meliputi bangunan dan harta yang tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan dan perubahan yang terjadi.

Sedangkan berdasarkan metode dan tarif penyusutan dapat digolongkan sebagai berikut:

(a) Harta Golongan 1, 2, dan 3

Metode penyusutannya adalah dengan persentase tetap dari nilai buku(declining balance method).

(b) Harta Golongan 4

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan tarif penyusutan sebesar 5% per tahun.
4. Tunjangan Pajak Penghasilan 

Agar tunjangan pajak pengahasilan dapat dianggap sebagai biaya perusahaan, maka tunjangan pajak dapat di tambahkan pada gaji karyawan.
5. Kenikmatan Dalam Bentuk Natura 

Kenikmata dalam bentuk natura kepada akaryawan tidak dapat dianggap sebagai biaya pada perusahaan dan tidak diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak.
6. Pembayaran Yang Melebihi Kewajaran Kepada Pemegang Saham.

Pemabayaran yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham, atau pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak diperkenankan.
7. Biaya Representasi

Termasuk dalam biaya ini adalah baiay yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan citra perusahaan dan biaya entertainment.
8. Sumbangan 

Biaya sumbangan dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan dan tidak dapat diperhitungkan dalam penentuan penghasilan kena pajak.”
(2002:122)
Dari uraian diatas dapat dipahami kebijakan akuntasi fiskal untuk akun atau kebijakan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas akun laporan keuangan terutama pengakuan biaya menurut metode penulisan yang digunakan sesuai dengan golongan yang telah ditentukan dalam UU PPh.
2.2.8
Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan, Tarif PPh Badan 
Sesuai ketentuan Pasal 16 UU PPh, untuk menghitung PPh yang terutang untuk Wajib Pajak badan yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan  adalah:

“1.
Tarif pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak.


2.
Penghasilan Kena Pajak dihitung:

Penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian tahun sebelumnya(apabila tahun-tahun sebelumnya wajib pajak yang bersangkutan mengalami kerugian(kompensasi kerugian akan dibahas tersendiri))



3.
Penghasilan neto dihitung:

Keseluruhan penghasilan (diluar diluar penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final) dengan biaya yang diperkenankan oleh UU PPh (biaya fiskal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh (diluar biaya yang terkait dengan penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final)”.    
(2007:124)
Sesuia dengan perhitungan PPh yang terutang baru diketahui pada akhir tahun pajak, maka seharusnya pembayaran PPh tersebut baru dilakukan pada akhir tahun. Sesuai dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, tarif PPh badan sesuai dengan pasal 17 UU PPh adalah:

Tabel 1.3
Tarif PPh Badan Sesuai Dengan Pasal 17 UU PPh
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif PPh

	. Sampai dengan Rp50.000.000,00
. Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00

. Diatas Rp100.000.000,00
	10%
15%

30%


Sumber: Buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:124)
2.2.9
Pembayaran PPh Badan



Sesuai dengan perhitungan PPh yang terutang baru diketahui akhir tahun pajak, maka seharusnya pembayaran PPh tersebut baru dilakukan pada akhir tahun. Namun ternyata menurut UU PPh pembayaran PPh atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan tidak harus menunggu pada akhir tahun pajak, Tetapi dapat juga dilakukan pembayaran pada tahun berjalan.

Cara pembayaran tahun berjalan tersebut dapat dilakukan :
1. Pada saat penerimaan penghasilan

.

Cara pembayarannya adalah dipotong oleh pihak lain yang memberikan atau membayarkan penghasilan tersebut. UU PPh mewajibkan kepada pihak yang membayar/memberikan penghasilan untuk memotong/memungut PPh.

.

Cara pembayaran ini sesuai dengan asas “pay as you earn” yaitu bayarlah pajak pada saat anda menerima penghasilan sehingga pembayaran pajak tersebut tidak terasa.


.
Jumlah PPh yang dipotong ini merupakan pembayaran dimuka (kredit pajak) dan dapat diperhitungkan dengan jumlah PPh yang terutang pada akhir tahun. 


.
Adapun jenis pembayaran yang dipotong pihak lain adalah PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 (pembahasan masing-masing pasal akan dijelaskan pada bab berikunya).
2. Pembayaran angsuran secara bulanan atau PPh pasal 25

.
Secara umum besarnya PPh pasal 25 dihitung berdasarkan perhitungan PPh tahun pajak sebelumnya, dengan pertimbangan bahwa penghasilan tahun sekarang relatif hamper sama dengan tahun pajak sebelumnya, kecuali dalam keadaan tertentu (dibahas dalam bab tersendiri). 

.
Jumlah PPh pasal 25 merupakan pembayaran dimuka (kredit pajak) dan dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang pada tahun yang bersangkutan.

3. Pembayaran kekurangan PPh pada akhir tahun (PPh Pasal 29)

.
Pada akhir tahun pajak, wajib pajak menghitung PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun.

.
PPh yang terutang tersebut dikurangi dengan PPh yang telah dipotong pihak lain (PPh 22, PPh 23 dan PPh 24) dan PPh pasal 25.
.
Apabila ternyata PPh yang terutang lebih besar, maka kekurangan pembayaran PPh tersebut disebut PPh pasal 29, dan dan paling lambat dibayar tanggal 25 bulan ketiga setelah akhir tahun pajak (pada umumnya tanggal 25 Maret).

.
Apabila PPh yang terutang lebih kecil, maka terjadi kelebihan pembayaran pajak dan wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian pembayaran pajak (restitusi) atau minta kelebihan pembayaran pajak tersebut untuk pembayaran jenis pajak yang lainnya. Kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
2.3

Hubungan Pendapatan (Revenue) Dengan Pajak Penghasilan Badan

Pengakuan pendapatan (revenue) sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban perusahaan secara global. Perhatian terhadap pengakuan pendapatan (revenue) terutama dipicu oleh kewajiban perusahaan (wajib pajak badan) sebagai salah satu subjek pajak seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUP, prinsipnya wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan untuk mencatat keseluruhan penghasilan dan biaya dalam satu tahun pajak sesuai keadaan yang sebenarnya, serta membuat laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca tahun bersangkutan. Laporan keuangan merupakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung PPh yang terutang, sekaligus sebagai dasar untuk mengisi SPT tahunan PPh badan tahun yang bersangkutan”.

Menurut Irsan Lubis dalam situs http://ilubis.files.wordpress.com menyatakan bahwa:

“Maka dari laporan keuangan yang didalamnya terkandung pengakuan pendapatan dan biaya dapat dilihat penghasilan yang diterima oleh perusahaan sebagai subjek pajak dan wajib pajak sesuai dengan diatur dalam pasal 16 undang-undang PPh yang sifatnya wajib untuk dipenuhi. Artinya pengakuan pendapatan mendukung pencapaian maksimal potongan pajak penghasilan badan (PPh badan).”
(2008)
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pendapatan (revenue) memiliki keterkaitan terhadap potongan pajak penghasilan badan yang merupakan kewajiban bagi wajib pajak badan untuk memenuhinya yang sifatnya terikat untuk dipenuhi sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang wajar dan sebenar-benarnya dan memberikan pengakuan-pengakuan biaya dan pendapatan yang tidak fiktif sifatnya dalam pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. 
2.4
Kerangka Pemikiran


Definisi pendapatan (revenue) menurut Warren Reeve Fess dalam buku Pengantar akuntansi yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan adalah sebagai berikut:

“Peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli”.                      
                       (2006:63)
Sehingga dari definisi diatas dapat dikatakan pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar disini dimaksudkan sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk meakukan transaksi wajar, kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi bila barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut PSAK No.23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut telah dipenuhi:

1. Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan kepada pembeli.

2. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian yang efektif atas barang yang telah dijual.

3. Jumlah pendapatan tersebut dapat dihitung dengan andal.

4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan akan mengalir pada perusahaan tersebut.

5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat di ukur dengan andal.

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat(1) adalah sebagai berikut:

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diteriam oleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. 
(2000:129)
Dengan demikian pengertian penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengna penghasilan atau pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Setiap tambahan kemampuan ekonomis baik diterima atau diperoleh dari usaha atau diluar usaha, tetap dianggap sebagai penghasilan oleh undang-undang perpajakan sehingga akan dikenakan pajak penghasilan.
Laporan keuangan merupakan alat komunikasi antar perusahaan dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan baik yang ada dalam perusahaan yaitu yang dibuat pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung-jawabkan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemilik perusahaan dan juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak luar perusahaan. 
Perusahaan dengan sendirinya wajib melakukan ketentuan yang diatur dalam pasal 2, 3, 4, 10, 12 ,21, 28, 29 Undang-Undang Perpajakan no. 16 tahun 2000 yaitu:

1. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Setiap wajib pajak wajib melaporkan usahanya kemudian untuk dikukuhkan sebaagai Pengusaha Kena Pajak dan akan diberikan No Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap jelas, dan menandatanganinnya.

4. Setiap Wajib Pajak wajib membayar dan menyetor pajak yang terutang di kas Negara.

5. Setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Sebagai pedoman dasar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 10 tahun 2000 pasal 28 bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di pakai di Indonesia, misalkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kecuali Perundang-Undangan Perpajakan menentukan lain.
Tabel 1.4
Jurnal
	No
	Penulis
	Judul
	Persamaan
	Perbedaan

	01.
02.

03.
	Anni (2002) http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_162.html
Nelson Sinaga http://www.feunpak.web.id/jima/akt-perpjk.htm

http://www.skripsife.com/perpajakan.html
	Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut Undang-undang Perpajakan no. 10 Tahun 1994
Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984
Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Ditinjau Dari Segi Akuntansi Dan Pajak
	Menganalisis bagaimana pendapatan badan usaha menurut Undang-undang Perpajakan.
Menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pajak penghasilan

Menganalisis penerapan pendapatan dari segi pajak
	Menganalisis bagaimana beban usaha menurut Undang-undang Perpajakan.
Tahun Undang-undang Perpajakan

yang digunakan.

Menganalisis segi akuntansi  juga


Dari tabel jurnal diatas dapat dilihat perbedaan maupun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dijadikan referensi sebagai masukan maupun acuan bagi penulis. Dari tabel jurnal diatas penulis memperoleh bahan sebagai uji perbandingan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya maupun perkembangannya.

Dari tiga penelitian yang dilakukan sebelumnya diatas dapat diperoleh perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang. Dapat dilihat ketiganya memiliki persamaan objek yang diteliti yaitu pendapatan dan pajak penghasilan, dan memiliki perbedaan dari tahun perundang-undangan yang digunakan maupun objek yang diteliti ditinjau dari segi akuntansi maupun pajak.
Gambar 2.1
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	Transaksi Penjualan
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	Laporan Keuangan



	Penghasilan Sebelum pajak
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	Potongan Pajak Penghasilan Badan


2.5
Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan (Revenue) Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)”.
BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian

Penelitian yang biasa dilakukan oleh peneliti adalah menentukan objek yang akan diteliti sesuai dengan objek yang akan diambil oleh peneliti.
Menurut Husein Umar dalam bukunya “Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”,  menerangkan bahwa :

“Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

(2005 : 303)
Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih maka objek penelitiannya difokuskan pada pendapatan Revenue dan pajak penghasilan, penelitian ini dilakukan di bidang akuntansi pada “PT CAHAYA KHARISMA JAYA.”
3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. 

Menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” mendefinisikan Metode Penelitian sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.
    







          (2007:4)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numeric (angka) yang diolah. 
Menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian bisnis” mendefinisikan bahwa :

“Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya”.

        (2004:14)

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3.2.1
Desain penelitian

Dalam melakukan penelitian, perlu adanya desain penelitian yang bertujuan agar data dan informasi yang diperoleh lengkap dan akurat.

 Menurut Husein Umar dalam bukunya “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis” mendeskripsikan bahwa :

“Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.








           
     (2003:123)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan sebuah proses dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya ilmiah dapat terselesaikan secara cepat dan baik.

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana pendapatan (revenue)  pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
b. Bagaimana pajak penghasilan pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
c. Bagaimana pengaruh pendapatan revenue terhadap pajak penghasilan pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
2. Menetapkan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini pengaruh pendapatan revenue (Variabel X), yang menjadi variabel bebas dan pajak penghasilan badan (variabel Y), yang menjadi variabel terikat.

3. Memilih serta memberi definisi terhadap setiap pengukuran variabel. 

4. Memilih prosedur dan teknik yang digunakan

5. Menyusun alat serta teknik pengumpulan data

6. Pelaporan hasil penelitian termasuk proses penelitian dan interprestasikan data. 
3.2.2
Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan (PPh badan), maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu :
1. Variabel Independent (x)

variabel independen atau variabel bebas (x), pada penelitian ini adalah “Pendapatan (revenue)”.
Menurut Sugiyono dalam bukunya “Satistika untuk Penelitian” memaparkan bahwa :

“Variabel independen bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat).”

(2007 : 4)
2. Variabel Dependent (y) 

Variabel dependent atau variabel tidak bebas (y) pada penelitian ini adalah
 “Pajak Penghasilan Baban (PPh badan)”.
Menurut Sugiyono dalam bukunya “Satistika untuk Penelitian” memaparkan bahwa :

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

(2007 : 4)
Adapun tabel operasionalisasi sesuai dengan kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 3.1
 Operasionalisasi Variabel Penelitian

	Variabel
	Konsep Variabel
	Indikator
	Skala

	Pendapatan (revenue)
	Pendapatan (Revenue) adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang,pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode.
Kieso(2002:4)


	Pendapatan (revenue) periode 2003 sampai dengan tahun 2007


	Rasio



	Pajak Penghasilan

Badan
	Pajak Pengahasilan Badan adalah perhitungan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan diluar penghasilan tertentu yang telah dikenakan PPh final. 

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:123)
	Pajak penghasilan badan (PPh badan) terutang periode 2003 sampai dengan 2007
	Rasio


3.2.3 Metode Penarikan Sampel

3.2.3.1
Populasi 



Pengertian populasi menurut Sugiyono dalam bukunya “Statistika Untuk Penelitian”, mendefinisikan bahwa :


“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”










        (2006:72)


Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan populasi dalam suatu penelitian berbentuk benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai objek atau sasaran penelitian. Dengan demikian, data populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendapatan (revenue) dan data pajak penghasilan badan dalam laporan keuangan laba/rugi selama 23 tahun yang dimulai awal berdirinya perusahaan tersebut dari tahun 1985 sampai tahun 2008 pada PT Cahaya Kharisma Jaya.

3.2.3.2
Sampel



Pengertian sampel menurut Sugiyono, dalam bukunya “Metodologi Penelitian” mendefinisikan bahwa :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

(2006:56)
Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
3.2.3.3
Teknik Sampling
Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi yang banyak, maka harus dilakukan teknik pengambilan sampling yang tepat. 

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Satistika untuk Penelitian”, pengertian teknik sampling adalah sebagai berikut :

“Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.”

(2007 : 62)


Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Teknik yang akan digunakan oleh penulis sesuai dengan judul adalah nonprobability sampling.
Adapun pengertian nonprobability sampling menurut Sugiyono dalam bukunya “Satistika untuk Penelitian”, mengemukakan  sebagai berikut :

“Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

(2007 : 66)
Jenis nonprobability sampling yang akan digunakan oleh penulis adalah sampling purposive.

Menurut Sugiyono dalam bukunya “Statistika untuk Penelitian”, mendefinisikan bahwa :

“Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

      (2007:68)
Untuk itu penulis mempunyai kriteria terhadap sampel yang akan diteliti yaitu berdasarkan :

1. Data yang diambil merupakan data terbaru.
2. Data yang diambil adalah 5 tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2007 dikarenakan terjadinya suatu fenomena pada tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan pendapatan yang sangat tinggi dan pada tahun 2005 terjadi penurunan pendapatan yang tinggi sehingga berpengaruh pada pajak penghasilan badan yang terutang. 
3. Sampel yang diambil sebanyak lima periode karena sudah dianggap representatif untuk dilakukan penelitian.

Kriteria-kriteria tersebut dipilih agar sampel yang akan diambil benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di PT. Cahaya Kharisma Jaya di Bandung.
Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah pendapatan (revenue) dan data pajak penghasilan dalam laporan keuangan laba rugi sebanyak 5 tahun yaitu pada tahun 2003 sampai tahun 2007 di “PT Cahaya Kharisma Jaya” Bandung.
3.2.4
Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :
1.
Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui :

a. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan pada bagian keuangan di perusahaan yang diteliti.
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu melakukan wawancara dengan ibu Siti Munafah sebagai Direktur Pemasaran di PT. Cahaya Kharisma Jaya.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan. Dokumen yang digunakan penulis adalah laporan keuangan yang didalam terdapat laba-rugi dan neraca.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku diperpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis. Buku yang digunakan oleh penulis adalah buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan yang ditulis oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono.
3.2.5 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Metode Analisis


Analisis yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis statistik untuk mengetahui pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya “Bandung”.
a.  Analisis Regresi Linear Sederhana


Analisis regresi sederhana digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan. Persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel independent (X) dan variable dependent (Y) disebut dengan persamaan regresi. 


Menurut Jonathan Sarwono dalam bukunya “Riset Pemasaran dengan SPSS”, pengertian regresi linear sederhana adalah :

“Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas.”
(2005 : 68)

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[image: image1.emf] 

Y ' = a + bX  


Dikutip dari buku Riset Pemasaran Dengan SPSS, Jonathan Sarwono (2005:73)

Besar a dapat diketahui dengan rumus : 
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Dikutip dari buku Riset Pemasaran Dengan SPSS, Jonathan Sarwono (2005:73)

Sedangkan besar b dapat diketahui dengan rumus :
[image: image3.emf] 
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Dikutip dari buku Riset Pemasaran Dengan SPSS, Jonathan Sarwono (2005:73)

Keterangan :

Y’ = variabel terikat

X  = variabel bebas

a  = bilangan konstan

b  = koefisien arah garis regresi

n  = banyaknya sampel
b.   Analisis Koefisien Korelasi


Adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan dengan menggunakan pendekatan Koefisien Korelasi Pearson dengan rumus:
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Dikutip dari buku Stastistik Untuk Pemasaran, Sugiono (2007:274)
dimana :


[image: image5.wmf]yx
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 = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

n    = banyaknya sampel

X
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 = variabel bebas

Y
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 = variabel tidak bebas


Koefisien korelasi mempunyai nilai -1 < r < +1, dimana:

a. Apabila r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel dikatakan sangat kuat dan searah, apabila X naik maka Y juga naik dan sebaliknya.

b. Apabila r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak dapat hubungan sama sekali.

c. Apabila r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel dikatakan sangat kuat  dan berlawanan arah, apabila X naik maka Y akan turun  dan sebaliknya.


Adapun Koefisien Korelasi dapat digolongkan sebagai berikut :
Tabel 3.2

Interprestasi Nilai Koefisien Korelasi
	Interval Koefisien
	Tingkat Hubungan

	0,00 - 0,199
	Sangat Rendah

	0,20 - 0,399
	Rendah

	0,40 - 0,599
	Sedang

	0,60 - 0,799
	Kuat

	0,80 - 1,000
	Sangat Kuat


Sumber: Sugiyono (2007:231)
c. 
Analisis Koefisien Determinasi 


Adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel.


Menurut Jonathan Sarwono dalam bukunya “Riset Pemasaran dengan SPSS”,, mengemukakan bahwa :

“Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung.”

(2005 : 75)


Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
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Dikutip dari buku Riset Pemasaran Dengan SPSS, Jonathan Sarwono (2005:72)
dimana:


Kd  =
Koefisien Determinasi
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3.2.5.2
Pengujian Hipotesis

Rancangan ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang akan di uji dalam suatu perumusan sementara.

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Satistika untuk Penelitian” menyatakan bahwa:

“Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.”

      

(2007 : 84)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis haruslah membuat rancangan sementara, diantaranya :
a.   Menentukan Hipotesis Statistik


Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan ada atau tidaknya pengaruh dari pengakuan pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan. Pengujian Hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya “Bandung”, sedangkan Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa ada pengaruh dari pengakuan pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan pada PT. Cahaya Kharisma Jaya “Bandung”.

Hipotesis Deskriptif

Hipotesis Deskriptif adalah sebagai berikut :
Ho : pendapatan (revenue) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada PT Agronesia Divisi Industri Teknik Karet “Inkaba” Bandung.

Ha :  pendapatan (revenue) berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan pada PT. Cahaya Kharisma Jaya “Bandung”.
Hipotesis Statistik


Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan Uji Signifikan. Uji Signifikan dimaksudkan untuk menguji tingkat signifikansi yang dilakukan dengan pengujian parameter. Penetapan dimulai dengan Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha) adalah :


Hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini, secara statistik adalah sebagai berikut :

Ho : β = 0; menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan (revenue) dengan pajak penghasilan badan.
Ha : β ≠ 0; menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan (revenue) dengan pajak penghasilan badan.

b. Uji Hipotesis


Untuk mengetahui tingkat signifikasi penulis menggunakan statistik uji “t” yang akan digunakan untuk melihat pengaruh yang signifikan atau tidak antara pendapatan (revenue) dengan pajak penghasilan badan. 

Rumus yang digunakan adalah : 
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Dikutip dari buku Stastistik Untuk Pemasaran, Sugiono (2007:96)
Keterangan :


t hitung    =  Statistik Uji Korelasi
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      =  Koefisien Determinasi


n        = Jumlah data yang digunakan sebagai sampel, ditentukan dengan derajat keyakinan 95% pada tingkat signifikasi 5% (α = 0,05). Tingkat signifikansi tersebut umum digunakan dalam penelitian dan mempunyai arti kemungkinan benar dari hasil penarikan kesimpulan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan sebesar 5%.

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut :

· Jika t hitung  ≥ t tabel  maka Ho ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
· Jika t hitung  ≤ t tabel  maka Ho ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
c. Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan
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Gambar 3.1
Uji Dua Pihak Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan, bahwa bila harga t hitung berada pada daerah penerimaan Ho atau terletak diantara harga tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
3.2.5.3
Kesimpulan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah ada untuk dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan, dan untuk mengetahui efek dari pendapatan (revenue) (variable X) dengan pajak penghasilan badan (PPh badan) (variable Y) menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah regresi linear sederhana yaitu melihat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, korelasi koefisien pearson, koefisien determinasi, uji hipotesis juga didukung oleh pengolahan data program SPSS 15,0 for windows untuk memperkuat perhitungan secara manual. 
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1
Hasil Penelitian

4.1.1
Gambaran Umum Perusahaan

PT. Cahaya Kharisma Jaya adalah perusahaan perajutan, khususnya vitrase dan kelambu yang telah berdiri sejak tahun 1984. PT. Cahaya Kharisma Jaya telah  berpengalaman dalam pembuatan kelambu selama lebih dari 20 tahun. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, produknya  juga telah diekspor ke Malaysia, Mauritius dan Australia.
4.1.1.1
Sejarah Singkat Perusahaan


PT. Cahaya Kharisma Jaya didirikan di Bandung pada tanggal 05 Februari 2003 dibawah Dokumen Notaris No. 2, didepan publik Notaris Ny. Imas Tarwiyah Soedradjat.,SH.,MH.


Aktivitas bisnis PT. Cahaya Kharisma Jaya adalah memproduksi produk-produk tekstil, terutama produk rajutan (vitrase dan kelambu) dengan kualitas produk yang sangat memuaskan sampai dengan sekarang (2009) dan memberikan jasa pencelupan dan pewarnaan bagi perusahaan-perusahaan tekstil mitra-nya di seluruh Indonesia.


Sejak perusahaan ini berdiri memfokuskan bisnis dibidang produksi beragam kelambu anti nyamuk dengan tujuan ikut serta membantu pemerintah Indonesia dan WHO memerangi penyakit Malaria dan Demam Berdarah yang disebabkan oleh nyamuk.


PT. Cahaya Kharisma Jaya memproduksi segala kualitas dan ukuran kelambu mulai dari kelambu tanpa insektisida, kelambu dengan insektisida (Permethrin, Lambda-sihalothrin, Deltamethrin), Longlasting Net (tahan cuci hingga 20 kali), hingga kelambu ukuran jumbo 5 x 6 meter. Seluruh kelambu yang diproduksi menggunakan kain net yang berkualitas dan mewah sehingga diakui sebagai perusahaan yang memproduksi kelambu dengan sistem long lasting pertama di Indonesia dengan kualitas yang unggul dan sangat berpengalaman dalam pembuatan kelambu. Produk yang dihasilkan selain untuk kebutuhan dalam negeri, juga telah diekspor ke Malaysia, Mauritius, Australia dan Belanda.


Selain memproduksi produk unggulan diatas, PT. Cahaya Kharisma Jaya juga melakukan berbagai research dibidang agrobisnis, energi dan lingkungan hidup di bidang tekstil. Dari research yang cukup panjang lahirlah produk unggulan selanjutnya yaitu Agronet (Shading Net Agrobisnis anti hama dengan sistem pengaturan penyerapan sinar ultraviolet yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman), ecudor system (sistem penampung air tahan gempa dengan bahan geo tekstil) dan wind power D5000 (sistem pembangkit listrik tenaga angin dengan kincir angin yang berbahan tekstil). Adapun produk unggulannya adalah:

1. Kelambu dengan sistem long lasting dengan merek dagang Duranet.

2. Shading Net Agrobisnis anti hama dengan sistem pengaturan penyerapan sinar ultraviolet yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dengan merk dagang Agronet.

3. Sistem penampung air tahan gempa dengan bahan geo tekstil dengan merk dagang Ecudor.

4. Sistem pembangkit listrik tenaga angin dengan kincir angin terbuat dari bahan tekstil Wind Power D5000.


Produk-produk diatas pengembangannya merupakan hasil karya para tenaga ahli yang sangat berpengalaman dibidangnya berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dari seluruh dunia (terutama Jerman, Belgia dan Amerika) dengan tujuan menghasilkan produk berkualitas, tahan lama, ekonomis, aman bagi manusia, dan ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualitas dan bahan kimia yang digunakan merupakan senyawa yang mudah terurai dan dengan dosis yang sangat rendah sehingga tidak membahayakan pengguna produk.
a. Mesin terpasang:

· 256 ATM

· 1 set dyeing Machine

· 2 set printing machine


b. Kapasitas Produksi 

- kelambu mentah : 2.000.000  m/thn

- kelambu celup    : 2.500.000  m/thn

- kelambu cetak    :1.500.000  m/thn

c.
Jenis produksi



 - Kelambu dengan sistem long lasting

 
- Sistem penampung air tahan gempa

 - Shading Net Agrobisnis anti hama



 - Sistem pembangkit listrik tenaga angin

d.
      Jumlah Karyawan : 200

e.
      Investasi

   : Rp 4.000.000.000,00 (Terbagi atas 400 saham)

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan yang secara global diakui di kalangan industri tekstil dan produk tekstil karena menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas.

Misi Perusahaan

Memproduksi dan menjual produk yang berkualitas sangat baik dengan harga bersaing kepada konsumen di seluruh dunia dan selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik dalam hal yang berkaitan dengan produk dan ikut serta membantu pemerintah Indonesia dan WHO memerangi penyakit malaria dan demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk.

4.1.1.2 Struktur organisasi PT. Cahaya Kharisma Jaya

Perusahaan yang memiliki karyawan atau tenaga kerja memiliki perbedaan dalam keahlian dan pengalaman yang terhimpun di dalam suatu kelompok produksi dan masing-masing bekerja sesuai dengan hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawannya, hal ini memerlukan suatu pembagian kerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan.

Salah satu cara dalam proses pembagian kerja tersebut adalah dengan adanya pengorganisasian yang merupakan struktur atau kerangka kerja dalam suatu perusahaan yang bersifat penataan dana dan tenaga, semua itu akan menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian rencana-rencana dan juga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut sebelumnya.

Struktur organisasi di PT. Cahaya Kharisma Jaya telah mengalami banyak perubahan beberapa kali karena sesuai dengan perkembangan perusahaan yang terjadi. PT. Cahaya Kharisma Jaya memiliki struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf. Dimana wewenang dan tanggung jawab berjalan secara vertikal. Kedudukan tertinggi dipegang oleh direktur utama yang bertanggung jawab penuh atas semua pengelolaan dan kegiatan produksi perusahaan. Sedangkan staf berperan untuk membantu agar para pejabat yang berwenang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu juga, staf mempunyai tugas untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, mencari alternatif atau pemecahan masalah yang terbaik kepada para pejabat.

Struktur Organisasi PT. Cahaya Kharisma Jaya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Direksi :

a.) Direktur Utama

b.) Direktur Pemasaran

c.) Direktur Pembelian

d.) Direktur Keuangan

e.) Direktur Umum

2. Kontrol Internal
3. Manager Weaving

4. Manager Printing dan Finishing
5. Manager Umum

4.1.1.3 Uraian Tugas Pada PT. Cahaya Kharisma Jaya 
Struktur organisasi PT. Cahaya Kharisma Jaya merupakan fungsi garis lurus yang menunjukan suatu rangkaian perintah dari atas ke bawah melalui bermacam-macam bagian yang ada didalamnya. Untuk mengetahui lebih mendalam pembagian tugas pada PT. Cahaya Kharisma Jaya, berikut ini akan diuraikan untuk masing-masing bagian: 
1. Dewan Direksi

Dewan direksi dipilih dan diangkat oleh rapat pemegang saham. Dewan ini terdiri Direktur Utama yang membawahi Direktur Pemasaran, Direktur Pembelian, Direktur Keuangan, dan Direktur Umum. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:
a. Direktur Utama

Bertugas:

1. Menentukan kebijakan umum perusahaan.

2. Mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak luar yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perusahaan serta dapat mengontrol jalannya aktivitas perusahaan.

3. Mengontrol jalannya aktivitas perusahaan pada umumnya.

4. Harus bertanggungjawab atas semua aktivitas dan kebijaksanaan perusahaan kepada komisaris atau pemegang saham dan kepada instansi terkait.
Bertanggung jawab:

· Dalam semua aktivitas kelangsungan hidup perusahaan.
b. Direktur Pemasaran

Bertugas:

1. Merencanakan produksi baru yang diperkirakan sesuai dengan selera konsumen.

2. Menganalisa situasi pasar dengan hasil-hasil produksi perusahaan.

3. Mendistribusi hasil produksi dengan kualitas yang disesuaikan pada situasi dan kondisi pasar.
4. Berusaha mempromosikan dan menjual guna kelangsungan hidup perusahaan.
5. Memberikan kepastian kepada pelanggan dalam hal pengiriman barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati.
6. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan penjualan hasil produksi.


Bertanggung jawab:

1. Dalam semua aktivitas usaha penjualan yang sedang dan telah dilakukan.
2. Dalam usahanya agar dapat terpelihara hubungan yang baik dengan para

pelanggan dalam hal menyalurkan hasil produksi.

3. Dalam Mencari pelanggan baru.
c. Direktur Pembelian


Bertugas:

1. Mengklasifikasikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap departemen departemen.

2. Mengatur setiap pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh semua departemen.
3. Mengawasi masuknya barang yang telah dibeli atas nama perusahaan agar didistribusikan kepada departemen-departemen yang membutuhkan.
4. Membuat laporan atas hambatan dan kesulitan yang timbul pada saat pelaksanaan aktivitas kerja.


Bertanggung jawab:

1. Dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan pembelian.
2. Dalam mengawasi setiap pembelian barang dan jasa.
3. Atas semua risiko yang terjadi didalam setiap transaksi pembelian.
4. Dalam menyusun laporan secara periodik.
d. Direktur Keuangan


Bertugas:



- Melaksanakan langkah-langkah yang telah diterapkan dalam kebijakan keuangan dan penanaman modal dalam investasi di lingkungan perusahaan.


Bertangguang jawab:

1. Dalam aktivitas yang berhubungan dengan keuangan kepada direktur.
2. Dalam menjaga dan mengawasi kekayaan yang dimiliki perusahaan agar


tetap terpelihara.

3. Mengawasi peredaran uang dan surat berharga.
4. Dalam menyusun kebijaksanaan keuangan dan investasi dengan persetujuan direktris.
5. Dalam pencatatan finansial serta kebenarannya.
6. Menutup resiko yang harus dipertanggungjawabkan atas penyusunan laporan keuangan perusahaan secara periodik.

e.
Direktur Umum


Bertugas:

1. Mencari karyawan yang sesui dengan pekerjaan yang diperlukan oleh setiap bagian.
2. Memilih dan menetapkan karyawan sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya.
3. Mengambil suatu keputusan dalam hal pemberitahuan karyawan yang ada hubungannya dengan kemampuan dan batas usia.
4. Merumuskan kebijaksanaan dan keputusan dalam memberikan gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan.
5. Membangun dan memelihara disiplin kerja yang tertib dalam perusahaan sehingga akan ada hubungan kerja yang harmonis bagi seluruh karayawan perusahaan.
6. Mengkoordinir aktivitas-aktivitas para karyawan yang ada di bawahnya sehinnga para karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien.
7. Membuat prioritas dan jadwal untuk menentukan posisi dan aktivitas karyawan yang bekerja dalam perusahaan agar dapat mengetahui kemampuan dan kapasitas di setiap bagian.


Bertanggung jawab:

1. Dalam segala aktivitas kepada direktur utama.
2. Dalam segala penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk seluruh tagihan dalam perusahaan.
3. Dalam hubungan kerja dan disiplin kerja yang tertib dalam perusahaan.
4. Dalam penempatan kerja karyawan sesuai dengan tugas, kemampuan dan pendidikan.
5. Dalam terciptanya keamanan dan keselamatan kerja karyawan dalam perusahaan.
6. Dalam mengurus ijin-ijin dalam mengimpor barang dan dalam urusan umum lainnya.
2. Manager Internal Control

 
Bertugas:

1. Menerima laporan-laporan yang berupa catatan, dokumen dan lain sebagainya dari semua bagian sesuai dengan aktivitas kerjanya.
2. Melakukan pemeriksaan langsung mengenai perusahaan berdasarkan laporan-laporan yang sudah masuk.
3. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan yang seharusnya dapat dihindari.
4. Memuaskan dan mengesahkan perbaikan sistem dan proses demi kelancaran aktivitas perusahaan.

Bertanggung jawab:

1. Pemeriksaan laporan-laporan yang berupa catatan dokumen dan lain sebagainya sehingga dapat dijamin kebenarannya.
2. Pengawasan langsung mengenai keberadaan perusahaan, baik dalam bidang keuangan maupun arus barang.
3. Kelancaran suatu sistem maupun prosedur beserta arus dokumentasinya di dalam setiap aktivitas perusahaan.
3.
Manager Weaving

Bertugas:

1. Untuk mengatur penggunaan mesin-mesin penenunan agar mengurangi pengangguran dan pemborosan.
2. Mengatur setiap produksi, reparasi dan pemeliharaan mesin-mesin tenun.
3. Untuk mengawasi setiap unit produksi serta mengkoordinir hubungan dalam pekerjaan.
4. Mengawasi semua arus barang mulai dari benang sampai diolah menjadi kelambu.
5. Menerima laporan lengkap sesuai dengan ketentuan berlaku kepada direktur pabrik.


Bertanggung jawab :

1. Dalam setiap aktivitas proses penenunan kepada direktur pabrik.
2. Atas pengerahan mesin-mesin, tenaga kerja serta bahan-bahan dalam penenunan secara efisien dan efektif.
3. Dalam penggunaan alat-alat produksi khusus dibagian penenunan serta perlengkapan yang ada.
4. Atas kelancaran proses penenunan sehingga tidak terjadi stagnasi.
4.
Manager Printing dan Finishing
Bertugas:

1. Mengatur semua penggunaan mesin untuk menghindari pemborosan dan pengangguran.
2. Mengatur waktu produksi, reparasi dan pemeliharan mesin-mesin untuk penyempurnaan.
3. Untuk mengawasi setiap unit dibawahnya dan mengkoordinir hubungan pekerja yang ada.
4. Mengawasi semua arus barang yang ada mulai dari kain grey sampai diolah menjadi kelambu jadi.
5. Menjaga kualitas hasil produksi agar dapat sesuai dengan standar dan spesifikasi.
6. Melakukan hubungan-hubungan yang erat dengan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan kecepatan, kelancaran dan kelambatan dalam kegiatan-kegiatan produksi dan dalam penyempurnaan.
7. Membuat dan mengatur jadwal dan rencana kerja dalam pemakaian mesin-mesin penyempurnaan untuk periode-periode tertentu.
8. Menerima laporan-laporan lengkap dari pelaksaan setiap unit bawahannya setiap hari.
5.
Manager Umum


Bertugas:

1. Untuk mengatur kelancaran administrasi pada umumnya.
2. Mengatur dan mengawasi para petugas yang mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya kesejahteraan, kesehatan dan kebutuhan karyawan.
3. Mengatur tata tertib, disiplin kerja dan lain-lain yang menjamin terlaksananya tata tertib perusahaan.
4. Mengatur dan mengawasi terselenggaranya keamanan dan keselamatan kerja karyawan.
5. Mengatur dan mengawasi tata tertib dalam penggunaan kendaraan.
6. Mengatur dan mengawasi terlaksananya tugas-tugas teknik dengan baik dan adanya disiplin kerja.
7. Membuat laporan mengenai hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas kerja.

Bertanggung jawab:

1. Atas kelancaran administrasi upah, administrasi produksi dan administrasi pada umumnya.
2. Atas terjaminnya keamanan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan di perusahaan.
3. Atas segala aktivitasnya kepada direktur pabrik.
4. Atas kelancaran keluar masuknya barang-barang dari gudang maupun dari luar gudang.
5. Atas terjaminnya kelancaran kerja, tata tertib, serta disiplin kerja bagi para karyawan perusahaan.
4.1.1.4
 Aktivitas PT. Cahaya Kharisma Jaya


Dalam menjalankan operasional sehari-hari PT. Cahaya Kharisma Jaya melakukan kegiatan usaha melalui proses yang berkesinambungan yaitu sejak dari bahan baku kapas sampai menjadi kain yang siap dijual atau diekspor, kegiatan tersebut meliputi :

1. Spinning (pemintalan), adalah suatu kegiatan dimulai dari bahan baku kapas yang diolah atau dipintal sampai jadi benang. Pemintalan ini dilakukan dengan mengguanakan mesin yaitu alat tenun mesin.

2. Weaving (penenunan), adalah suatu proses kegiatan pengolahan mulai dari benang yang merupakan hasil adri spinning jadi sampai menjadi grey (kain mentah) atau proses penenunan.

3. Dyeing (pencelupan), adalah proses kegiatan pencelupan grey sesuai dengan corak atau warna maupun bahan kimia yang dijadikan sebagai anti nyamuk atau obat nyamuk yang diinginkan serta yang telah ditentukan berdasarkan pesanan.

4. Printing (percetakan), adalah merupakan kegiatan percetakan kain grey yang telah dicelup sebelumnya.

5. Finishing (proses terakhir), adalah merupakan kegiatan terakhir dari proses-proses sebelumnya, kegiatan ini meliputi penyelesaian kain grey sampai pada kelambu yang siap dipasarkan.
4.1.2
Pendapatan (Revenue) Pada PT. Cahaya Kharisma Jaya


Untuk mengetahui jumlah pendapatan (revenue) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya sebagai variabel X diperoleh dari data laporan keuangan neraca tahunan selama periode 2003 – 2007. Variabel X dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan.


Besarnya pendapatan (revenue) dapat dilihat dari tabel yang disajikan dibawah ini :

Tabel 4.1

Pendapatan (Revenue)

PT. Cahaya Kharisma Jaya

Tahun 2003-2007

	Tahun
	Pendapatan
	Selisih
	Turun/Naik

	2003
	Rp. 307.325.265
	-
	-

	2004
	Rp. 1.162.534.726
	Rp. 855.209.461
	278.28%



	2005
	Rp. 402.978.332
	(Rp. 759.556.394)
	(65.34%)



	2006
	Rp. 305.060.050
	(Rp. 97.918.282)
	(24.30%)



	2007
	Rp. 748.765.298
	Rp. 443.705.248
	145.45%




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan (revenue) setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 pendapatan mengalami kenaikan yaitu sebesar 278,28% atau Rp. 855.209.461 dari pendapatan Rp. 307.325.265 menjadi Rp. 1.162.534.726. Namun pada tahun 2005 mengalami penurunan yaitu sebesar 65,34% atau 759.556.394 dari pendapatan Rp. 1.162.534.726 menjadi Rp. 402.978.332. pada tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 24,30% atau Rp. 97.918.282 dari pendapatan Rp. 402.978.332 menjadi Rp. 305.060.050 dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 145,45% atau Rp. 443.705.248 dari pendapatan Rp. 305.060.050 menjadi Rp. 748.765.298.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 278,28%, sedangkan penurunan yang paling signifikan yaitu terjadi pada tahun 2005 sebesar 65,34%.
4.1.3
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan badan yang terutang, sebagai variabel Y diperoleh dari data laporan laba rugi selama periode 2003 – 2007. Variabel Y hanya diperoleh dari pajak penghasilan badan saja yaitu pendapatan yang diperoleh setiap tahun dikalikan perhitungan norma pajak penghasilan badan (PPh 21) yang berlaku. 
4.1.3.1 Perhitungan PPh Badan Terutang PT. Cahaya Kharisma Jaya


Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, prinsipnya wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan untuk mencatat keseluruhan penghasilan dan biaya dalam sati tahun pajak sesuai keadaan yang sebenarnya, serta membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca tahun yang bersangkutan. Adapun perhitungannya sesui dikutip dari buku Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:127) adalah sebagai berikut


Pendapatan


Biaya_______ _-



Laba Netto

PPh Terutang :
Tarif PPh Badan sesui pasal 17 UU PPh x Laba Netto


(Jumlah PPh terutang dapat dapat dikurangkan kredit pajak seperti : PPh pasal 22 dan 25 bila terdapat kredit pajak)



Adapun perhitungan PPh Badan terutangnya adalah sebagai berikut :

Perhitungan PPh Badan terutang tahun 2003 :


Nama Wajib Pajak : PT. Cahaya Kharisma Jaya


Alamat

: Jl. Panyawangan No. 8 Cileunyi Bandung – 40622


Jenis Usaha
: Industri Tekstil


Pembukuan
: Tidak Diaudit


Konsultan Pajak
: Dilaksanakan Sendiri


Laporan Rugi Laba PT. Cahaya Kharisma Jaya tahun 2003 sebagai berikut:



Pendapatan






Rp 307.325.265




Persediaan Awal
Rp.   87.458.300




Pembelian

Rp. 126.725.150+









Rp. 214.183.450




Upah Langsung
Rp.  10.689.700




B. Transport

Rp     5.509.250




B. Solar Mesin
Rp.  23.450.000+









Rp.   39.648.950 +








Rp.   50.895.200-



Rp. 202.973.000-



Rp. 104.388.065



Biaya-Biaya :



Gaji Staff
Rp.    5.400.000



Telp
Rp.    2.582.664


Pemeliharaan Kend.
Rp.         82.500



Pemeliharaan Mesin
Rp.    2.342.600



Pemeliharaan Gedung
Rp.  12.560.000



Sewa Gedung
Rp.  20.000.000



Makan
Rp.    1.627.500



ATK
Rp.    1.179.100



Peny. Bangunan
Rp.       –



Peny. Kend
Rp.       –



Akomodasi
Rp.   4.056.000



Pos dan Materai
Rp.      570.000 



Lain-Lain
Rp.   5.312.950+




Rp. 55.713.314



Biaya Penjualan




Biaya Angkut
Rp. 23.348.590



Pengepakan
Rp.   1.525.350+




Rp.  24.873.940











Rp   80.325.265-



Laba







Rp   23.800.811

PPh terutang :




10%
x
Rp 23.800.811
 =   Rp 2.380.000 (dibulatkan)
PPh badan terutang tahun 2003 sebesar Rp. 2.380.000

Perhitungan PPh Badan terutang tahun 2004 :


Nama Wajib Pajak : PT. Cahaya Kharisma Jaya


Alamat

: Jl. Panyawangan No. 8 Cileunyi Bandung – 40622


Jenis Usaha
: Industri Tekstil


Pembukuan
: Tidak Diaudit


Konsultan Pajak
: Dilaksanakan Sendiri


Laporan Rugi Laba PT. Cahaya Kharisma Jaya tahun 2004 sebagai berikut:



Pendapatan
Rp 1.162.534.726



Harga Pokok Penjualan



Persediaan Awal
Rp.   50.895.200



Pembelian
Rp. 446.135.783+



Barang Tersedia
Rp. 497.030.983



Persediaan Akhir
Rp.   31.265.450-


Harga Pokok Penjualan

Rp. 465.765.533-





Rp. 696.769.193



Biaya-Biaya :



Upah Langsung
Rp. 181.474.050



Gaji Staff
Rp.   69.751.550



Transport
Rp.   11.098.040



Telepon
Rp.   24.717.916



Pemeliharaan Kend.
Rp.   13.158.250



Peny. Kendaraan
Rp.     7.000.000



Peny. Peralatan
Rp.     1.630.000



Peny. Mesin
Rp.   34.561.880



Pemeliharaan Gedung
Rp.   11.049.650



Sewa Gedung
Rp.   22.500.000



ATK
Rp.     8.502.975



Pos dan Materai
Rp.     1.356.950



Administrasi Bank
Rp.     5.735.020



Solar Mesin
Rp.   18.120.000


Listrik
Rp. 191.399.840



Lain-Lain
Rp.     9.504.143+ 





Rp. 611.560.264


Biaya Penjualan :



Penjualan
Rp.    2.804.650



Angkutan
Rp.    1.713.000



Konfeksi
Rp.    6.625.400



Pengepakan
Rp.    2.159.200 +




Rp.    13.302.250 +



Biaya






Rp     624.862.514-




Laba






Rp       71.906.679
PPh terutang :




10%
x
Rp 50.000.000
 =   Rp 5.000.000



15%
x
Rp 21.906.679 =   Rp 3.286.001.85+







      Rp 8.286.000 (dibulatkan)
PPh badan terutang tahun 2004 sebesar Rp. 8.286.000
Perhitungan PPh Badan terutang tahun 2005 :


Nama Wajib Pajak : PT. Cahaya Kharisma Jaya


Alamat

: Jl. Panyawangan No. 8 Cileunyi Bandung – 40622


Jenis Usaha
: Industri Tekstil


Pembukuan
: Tidak Diaudit


Konsultan Pajak
: Dilaksanakan Sendiri


Laporan Rugi Laba PT. Cahaya Kharisma Jaya tahun 2005 sebagai berikut:




Pendapatan






Rp   402.978.332




Harga Pokok Penjualan :



Persediaan Awal
Rp.   31.265.450



Pembelian
Rp. 232.886.957 +



Barang Tersedia
Rp. 264.152.407



Persediaan Akhir
Rp.   53.078.550 –


Harga Pokok Penjualan

Rp.  211.073.857 -


Laba Kotor


Rp.  191.904.475



Biaya-Biaya :



Upah Langsung
Rp.  50.753.650



Gaji Staff
Rp.  49.659.750



Transport
Rp.       825.350



Telepon
Rp.    2.022.730



Pemeliharaan Kend.
Rp.       389.000



Pemeliharaan Mesin
Rp.       774.150



Pemeliharaan Gedung
Rp.       653.550



Sewa Gedung
Rp.  22.500.000



ATK
Rp.       750.400



Pos dan Materai
Rp.       540.500



Solar Mesin
Rp.    4.321.500



Listrik
Rp.    4.200.000



Lain-Lain
Rp.       343.800 +





Rp. 146.364.380


Biaya Penjualan:



Penjualan
Rp.      434.950


Angkutan
Rp.      607.100



Konfeksi
Rp.      623.600



Packing
Rp.      351.500 +





Rp.      2.017.150 +



Biaya







Rp   148.381.530-




Laba







Rp     43.522.945

PPh terutang :




10%
x
Rp 43.522.945
 =   Rp 4.352.000 (dibulatkan)
PPh badan terutang tahun 2005 sebesar Rp. 4.352.000
Perhitungan PPh Badan terutang tahun 2006 :


Nama Wajib Pajak : PT. Cahaya Kharisma Jaya


Alamat

: Jl. Panyawangan No. 8 Cileunyi Bandung – 40622


Jenis Usaha
: Industri Tekstil


Pembukuan
: Tidak Diaudit


Konsultan Pajak
: Dilaksanakan Sendiri


Laporan Rugi Laba PT. Cahaya Kharisma Jaya tahun 2006 sebagai berikut:




Pendapatan






Rp   305.060.050



Harga Pokok Penjualan



Persediaan Awal
Rp.    53.078.550



Pembelian
Rp.  262.922.977 +


Barang Tersedia
Rp.  316.001.527



Persediaan Akhir
Rp.  261.220.943 –



Harga Pokok Penjualan

Rp.    54.780.584 -


Laba Kotor


Rp.  250.279.466



Biaya-Biaya :



Upah Langsung
Rp.    90.532.450



Gaji Staff
Rp.    66.300.000



Transport
Rp.      1.816.350



Telepon
Rp.      2.985.550



Pemeliharaan Kend.
Rp.         576.500



Pemeliharaan Mesin
Rp.      1.254.050



Pemeliharaan Gedung
Rp.         882.050



Peny. Kendaraan
Rp.      7.000.000



Peny. Peralatan
Rp.      1.630.000



Sewa Gedung
Rp.    22.500.000



ATK
Rp.      1.080.600



Pos dan Materai
Rp.         278.200


Solar Mesin
Rp.      9.862.577



Listrik
Rp.    12.911.400



Lain-Lain
Rp.         496.725 +





Rp.  220.106.452


Biaya Penjualan :



Penjualan
Rp.     1.207.850



Angkutan
Rp.     1.024.400



Konfeksi
Rp.     1.094.100



Packing
Rp.        621.750 +




Rp.      3.948.100 +



Biaya







Rp   224.054.552-




Laba







Rp     26.224.914

PPh terutang :




10%
x
Rp 26.224.914 =   Rp 2.622.000 (dibulatkan)
PPh badan terutang tahun 2006 sebesar Rp. 2.622.000
Perhitungan PPh Badan terutang tahun 2007 :


Nama Wajib Pajak : PT. Cahaya Kharisma Jaya


Alamat

: Jl. Panyawangan No. 8 Cileunyi Bandung – 40622


Jenis Usaha
: Industri Tekstil


Pembukuan
: Tidak Diaudit


Konsultan Pajak
: Dilaksanakan Sendiri


Laporan Rugi Laba PT. Cahaya Kharisma Jaya tahun 2007 sebagai berikut:




Pendapatan






Rp     748.765.298



Harga Pokok Penjualan



Persediaan Awal
Rp.
261.220.943



Pembelian
Rp.
700.456.782 +


Barang Tersedia
Rp.
961.677.726


Persediaan Akhir
Rp.
530.818.944 –



Harga Pokok Penjualan




Rp.    430.858.782 -


Laba Kotor





Rp.    317.907.146



Biaya-Biaya



Upah Langsung
Rp.
 
92.490.450



Gaji Staff
Rp.

92.300.000



Transport
Rp.

  1.687.250



Telepon
Rp.

  2.746.384



Pemeliharaan Kend.
Rp.


  895.750



Pemeliharaan Mesin
Rp.

  1.527.250



Pemeliharaan Gedung
Rp.


  987.250



Peny. Peralatan
Rp.

  1.630.000



Sewa Gedung
Rp.

22.500.000



ATK
Rp.


  825.750


Pos dan Materai
Rp.


  186.000



Solar Mesin
Rp.

11.243.000



Listrik
Rp.

13.825.750



Lain-Lain
Rp.


  326.500 +








Rp.  250.171.334


Biaya Penjualan :



Penjualan
Rp.


 852.050



Angkutan
Rp.

 1.127.650



Konfeksi
Rp.


 987.500



Packing
Rp.


 824.525 +








Rp.    3.791.725 +



Biaya







Rp     253.963.059-




Laba







Rp       63.944.087

PPh terutang :




10%
x
Rp 50.000.000
 =   Rp 5.000.000



15%
x
Rp 13.944.087 =   Rp 2.091.613,05+







      Rp 7.091.000 (dibulatkan)
PPh badan terutang tahun 2007 sebesar Rp. 7.091.000
Besarnya pajak penghasilan badan (PPh Badan) dapat dilihat dari tabel yang disajikan di bawah ini:
Tabel 4.2

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Terutang

PT. Cahaya Kharisma Jaya

Tahun 2003-2007

	Tahun
	PPh badan Terutang
	Selisih
	Turun/Naik

	2003
	Rp. 2.380.000
	-
	-

	2004
	Rp. 8.286.000
	   Rp.  5.858.000
	248.15%



	2005
	Rp. 4.352.000
	(Rp. 3.934.000)
	(47.48%)



	2006
	Rp. 2.622.000
	(Rp. 1.730.000)


	(39.75%)



	2007
	Rp. 7.091.000
	Rp. 4.469.000


	170.44%




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak penghasilan badan (PPh 21) setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 pajak penghasilan badan (PPh 21)  mengalami kenaikan yaitu sebesar 248,15% atau Rp. 5.858.000 dari pajak penghasilan badan (PPh 21)  Rp. 2.380.000 menjadi Rp. 8.286.000. Namun pada tahun 2005 mengalami penurunan yaitu sebesar 47,48% atau Rp. 3.934.000 dari pajak penghasilan badan (PPh 21)  Rp. 8.286.000 menjadi Rp. 4.352.000. Pada tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 39,75% atau Rp. 1.730.000 dari pajak penghasilan badan (PPh 21) Rp. 4.352.000 menjadi Rp. 2.622.000 dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 170,44% atau Rp. 4.469.000 dari pajak penghasilan badan (PPh 21)  Rp. 2.622.000 menjadi Rp. 7.091.000.

Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 248,15%, sedangkan penurunan yang paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2005 sebesar 47,48%.
4.1.4
Pengaruh Pendapatan (Revenue) Terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh 21) Pada PT. Cahaya Kharisma Jaya

Besarnya pendapatan (revenue) dan pajak penghasilan badan dapat dilihat dari tabel yang disajikan dibawah ini:
Tabel  4.3 Data X dan Y

	Tahun
	PPh Badan
	Pendapatan

	2003
	2,380,000
	307,325,265

	2004
	8.286.000
	1,162,534,726

	2005
	4,352,000
	402,978,332

	2006
	2,622,000
	305,060,050


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan (revenue) dan pajak penghasilan badan (PPh badan) setiap setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 pendapatan (revenue) mengalami kenaikan yaitu sebesar 278,28% atau sebesar Rp. 855.209.461 dari Rp. 307.325.265 menjadi Rp. 1.162.534.726. Kenaikan pendapatan (revenue) juga diikuti dengan kenaikan pajak penghasilan (PPh Badan) pada tahun 2004 yaitu sebesar 248,15% atau sebesar Rp. 5.858.000 dari Rp. 2.380.000 menjadi Rp. 8.286.000. Pada tahun 2005 pendapatan (revenue) mengalami penurunan yaitu sebesar 65.34% atau sebesar Rp. 759.556.394 dari Rp. 1.162.534.726 menjadi Rp. 402.978.332. Penurunan pendapatan (revenue) diikuti penurunan pajak penghasilan badan (PPh Badan) juga pada tahun 2005 yaitu sebesar 47.48% atau sebesar Rp. 3.934.000 dari Rp. 8.286.000 menjadi Rp. 4.352.000. Pada tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 24,30% atau Rp. 97.918.282 dari pendapatan Rp. 402.978.332 menjadi Rp. 305.060.050 dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 145,45% atau Rp. 443.705.248 dari pendapatan Rp. 305.060.050 menjadi Rp. 748.765.298. Sedangkan pajak penghasilan badan (PPh Badan) pada tahun 2006 mengalami penurunan lagi sebesar 39,75% atau Rp. 1.730.000 dari pajak penghasilan badan (PPh Badan) Rp. 4.352.000 menjadi Rp. 2.622.000 dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 170,44% atau Rp. 4.469.000 dari pajak penghasilan badan (PPh Badan)  Rp. 2.622.000 menjadi Rp. 7.091.000.

Peningkatan paling signifikan pada pendapatan (revenue) terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 278,28%, sedangkan penurunan yang paling signifikan yaitu terjadi pada tahun 2005 sebesar 65,34% begitu pula dengan pajak penghasilan badan pada tahun 2004 mengalami kenaikan paling signifikan sebesar 248,15%, sedangkan penurunan yang paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2005 sebesar 47,48%.
4.2
4.2
Pembahasan 

4.2.1 
 Analisis Pendapatan (Revenue) Pada PT. Cahaya Kharisma Jaya

Pendapatan (revenue) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya dalam satuan rupiah yang merupakan masukan dari penjualan atau kegiatan perusahaan sehari-hari setalah dikurangi biaya-biaya sebelum pajak penghasilan badan. Data pendapatan (revenue) diperoleh dari laporan laba/rugi PT. Cahaya Kharisma Jaya periode 2003-2005.
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Gambar 4.1 

Grafik Pendapatan (Revenue)
Dari grafik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2003 pendapatan (revenue) sebesar Rp. 307.325.265, hasil ini diperoleh dari total pendapatan (revenue) pada tahun 2003 sebesar Rp. 307.325.265.
2. Pada tahun 2004 pendapatan (revenue) mengalami kenaikan yang sangat tingggi yaitu  278.28% sebesar  Rp. 855.209.461 hasil ini diperoleh dari total pendapatan (revenue) pada tahun 2004 sebesar Rp. 855.209.461 dari Rp. 307.325.265 menjadi Rp. 1.162.534.726. Hal ini disebabkan oleh adanya pesanan produk dari Australia, Malaysia dan Mauritius berupa kelambu dan sistem pembangkit listrik tenaga angin.
3. Pada tahun 2005 pendapatan (revenue) mengalami penurunan yang sangat tinggi yaitu 65,34% sebesar Rp. 759.556.394 hasil ini diperoleh dari total pendapatan pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.162.534.726 menjadi Rp. 402.978.332. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2005 sebagian besar pekerjaan hanyalah menyelesaikan sisa pekerjaan tahun 2004 dan besarnya biaya yang dikeluarkan pada tahun 2005.
4. Pada tahun 2006 pendapatan (revenue) mengalami penurunan yang lagi yaitu 24,30% sebesar Rp. 97.918.282 hasil ini diperoleh dari total pendapatan pada tahun 2005 sebesar Rp. 402.978.332 menjadi Rp. 305.060.050. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang sangat tinggi jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dikarenakan adanya kenaikan biaya produksi maupun harga bahan baku.
5. Pada tahun 2007 pendapatan (revenue) mengalami peningkatan yang tinggi yaitu 145.45% sebesar Rp. 443.705.248 hasil ini diperoleh dari total pendapatan pada tahun 2005 sebesar Rp. 305.060.050 menjadi Rp. 748.765.298. Hal ini disebabkan karena adanya pesanan dari luar negeri dan penurunan biaya-biaya yang dikelurakan dikarenakan adanya penurunan harga bahan baku produksi seperti dijelaskan oleh ibu Siti Munafah sebagai Direktur Marketing PT. Cahaya Kharisma Jaya.
Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pendapatan (revenue) setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2004, dimana pendapatan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesanan yang diterima dari luar maupun dalam negeri yang dikarena diperketatnya uji layak suatu anti nyamuk dan isu banyaknya produk anti nyamuk di klaim mengandung unsur kimia yang berbahaya buat kesehatan yang menyebabkan jumlah pendapatan mengalami peningkatan. 
Pada tahun 2005 sampai 2006 terjadi penurunan pada pendapatan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan biaya-biaya dikarenakan adanya kenaikan harga bahan-bahan produksi. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan pendapatan kembali hal ini disebabkan karena penurunan biaya-biaya yang dikeluarkan dikarenakan kembali normalnya harga bahan baku produk dan juga . Selain itu terjadi pula fluktuasi harga yang menyebabkan turunnya permintaan apabila harga barang turun dan apabila harga naik bank akan terkena risiko tingkat bunga seperti yang diungkapkan oleh Claire Schulte dalam buku Akuntansi Intermediate, bahwa risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Risiko tersebut terjadi bila barang yang dibeli/dipesan turun, sehingga konsumen tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli. Sebaliknya, bila harga naik, maka secara tidak langsung perusahaan akan terkena risiko tingkat bunga. 
4.2.2
Analisis Pajak Penghasilan Badan (PPh 21) Pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
Pajak Penghasilan badan (PPh 21) pada PT Cahaya Kharisma Jaya diperoleh dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya diperhitungkan menurut norma pajak yang berlaku. Data pajak penghasilan badan (PPh 21) berasal dari laporan keuangan laba rugi PT Cahaya Kharisma Jaya periode 2003–2007.
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Gambar 4.2

Grafik PPh Badan Terutang

Dari grafik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2003 pajak penghasilan badan (PPh 21) sebesar Rp. 2.380.000, hasil ini diperoleh dari perhitungan pajak pendapatan badan(PPh 21) pada laporan rugi laba.
2. Pada tahun 2004 pajak penghasilan badan (PPh 21)  sebesar Rp. 8.286.000. Pada tahun ini pajak penghasilan badan (PPh 21) mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebesar 248.15% atau Rp. 5.858.000 dari Rp. 2.380.000 menjadi Rp. 8.286.000. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan yang sangat tinggi sehingga berpengaruh PPh badan pasal 21 yang terutang.
3. Pada tahun 2005 pajak penghasilan badan (PPh 21) sebesar Rp. 4.352.000. Pada tahun itu PPh badan yang terutang  mengalami penurunan sebesar 47,48% atau Rp. 3.934.000 dari Rp. 8.286.000 menjadi Rp. 4.352.000. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan yang diperoleh dikarenakan adanya peningkatan biaya-biaya khususnya peningkatan harga bahan baku.
4. Pada tahun 2006 pajak penghasilan badan (PPh 21) sebesar Rp. 2.622.000. Pada tahun itu PPh badan yang terutang kembali mengalami penurunan sebesar 39,75% atau Rp. 1.730.000 dari Rp. 4.352.000 menjadi Rp. 2.622.000. Hal itu disebabkan menurunnya lagi pendapatan yang diperoleh yang dikarenakan masih tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan dikarenakan biaya bahan baku masih tetap tinggi harganya dipasaran.
5. Pada tahun 2007 pajak penghsilan badan (PPh 21) sebesar Rp. 7.091.000.Pada tauh itu PPh badan terutang mengalami kenaikan sebesar 170,44% atau Rp. 4.469.000 dari Rp. 2.622.000 menjadi Rp. 7.091.000. Peningkatan nilai pajak yang dibayarkan pada tahun 2007 disebabkan karena adanya peningkatan nilai pendapatan yang dikarenakan menurunya biaya-biaya yang dikeluarkan karena kembali stabilnya harga bahan baku sehingga merangsang pasar untuk membeli produk.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pajak penghasilan badan (PPh Badan) setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2004, dimana pajak penghasilan badan (PPh Badan) pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 248.15% atau Rp. 5.906.000 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini adanya peningkatan pendapatan sehingga berpengeruh terhadap pajak penghasilan yang terutang. Sedangkan penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2005 terjadi fluktuasi harga komparatif atau tidak stabilnya harga beli barang, besarnya biaya yang digunakan, jangka waktu (termin) pembayaran serta adanya kelalaian dari konsumen dalam membayar kewajibannya yang menyebabkan pendapatn berkurang sehingga pajak penghasilan badan (PPh Badan) terutang menjadi berkurang. Untuk mengatasi terjadinya penurunan pendapatan yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan)  secara berkepanjangan langkah yang dilakukan oleh PT.Cahaya Kharisma Jaya yaitu melakukan efisiensi dengan upaya memperketat biaya-biaya yang akan digunakan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Donald E. Kieso dalam buku Akuntansi Intermediate bahwa dalam penyaluran dana harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu, perusahaan diwajibkan untuk meneliti secara seksama biaya-biaya yang digunakan berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal.
4.2.3
Analisis Pengaruh Pendapatan (Revenue) Terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh 21) Pada PT. Cahaya Kharisma Jaya
Pendapatan (revenue) sebagai variabel independen (variabel X) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebagai variabel dependen (variabel Y). Setiap kenaikan pendapatan (revenue) akan diikuti pula oleh kenaikan pajak penghasilan badan (PPh Badan), dan sebaliknya setiap terjadi penurunan pendapatan (revenue)  akan diikuti oleh penurunan pajak penghasilan badan (PPh Badan). Data pendapatan (revenue) dan pajak penghasilan badan (PPh Badan) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya dapat dilihat dibawah ini:
Tabel 4.4
Pendapatan (Revenue) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh 21) 

PT. Cahaya Kharisma Jaya
Tahun 2003– 2007
	Tahun
	Pendapatan (Revenue)
	Perkembangan
	PPh badan pasal 21 terutang
	Turun/Naik

	2003
	Rp. 307.325.265
	-
	Rp. 2.380.000
	-

	2004
	Rp. 1.162.534.726
	278.28%


	Rp. 8.286.000
	248.15%



	2005
	Rp. 402.978.332
	(65.34%)


	Rp. 4.352.000
	(47.48%)



	2006
	Rp. 305.060.050
	(24.30%)


	Rp. 2.622.000
	(39.75%)



	2007
	Rp. 748.765.298
	145.45%


	Rp. 7.091.000
	170.44%




Berdasarkan data pendapatan (revenue) dan pajak penghasilan badan (PPh Badan) yang tertera pada (Tabel 4.3) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya maka dapat dianalisis besarnya pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan (revenue) berpengaruh terhadap potongan pajak penghasilan badan (PPh Badan), hal ini dapat terlihat dari setiap tahunnya bahwa jika pendapatan (revenue) mengalami penurunan maka potongan pajak penghasilan badan (PPh Badan) pun mengalami penurunan, dan pendapatan (revenue) mengalami kenaikan potongan pajak penghasilan badan (PPh Badan) pun mengalami kenaikan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono dalam buku Paduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan yaitu pendapatan merupakan tujuan terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi kegiatan perusahaan dari tujuan-tujuan yang ada pada semua perusahaan. Atas penerimaan pendapatan (revenue) yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan sehingga potongan pajak penghasilan badan (PPh Badan) tersebut merupakan unsur biaya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjelaskan permasalahan di atas adalah sebagai berikut :
4.2.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh Pendapatan terhadap PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear sederhana dengan model persamaan sebagai berikut :

Y =  + X + 
Dimana :

Y : PPh Badan
X : Pendapatan 
 : konstanta
 : koefisien regresi variabel X
 : error (kekeliruan pengukuran dan pengaruh faktor lain)

Data yang digunakan diolah berdasarkan laporan keuangan PT Cahaya Kharisma Jaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 5 tahun. 
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Gambar 4.3

Grafik Pengaruh Pendapatan (Revenue)
Terhadap Potongan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) 

Berdasarkan total skor variabel X dan Y dari data Pendapatan dan PPh Badan selanjutnya dapat dihitung persamaan regresi menggunakan metoda kuadrat terkecil sebagai berikut :
Tabel  4.5  Data Perhitungan

	Tahun
	X
	Y
	X2
	Y2
	XY

	2003
	307,325,265
	2,380,000
	94,448,818,507,320,200
	5,664,400,000,000
	731,434,130,700,000

	2004
	1,162,534,726
	8.286.000
	1,351,486,989,155,900,000
	67,864,644,000,000
	9,576,961,072,788,000

	2005
	402,978,332
	4,352,000
	162,391,536,061,502,000
	18,939,904,000,000
	1,753,761,700,864,000

	2006
	305,060,050
	2,622,000
	93,061,634,106,002,500
	6,874,884,000,000
	799,867,451,100,000

	2007
	748,765,298
	7,091,000
	560,649,471,489,029,000
	50,282,281,000,000
	5,309,494,728,118,000

	Total
	2,926,663,671
	24,683,000
	2,262,038,449,319,750,000
	149,626,113,000,000
	18,171,519, 083,570,000


Dengan menggunakan nilai-nilai pada baris jumlah, dapat diestimasi persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut :

Konstanta:
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Hasil output dari pengolahan data menggunakan program SPSS versi 15.0 for windows adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6[image: image22.wmf]Coefficients
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Dari hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan program SPSS versi 15.0 for windows di atas, maka diperoleh persamaan regresi:

[image: image23.wmf]ˆ

Y

= 966168,528 + 0,007 X

Persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut :

· Nilai konstanta (a) menunjukan besarnya rata-skor PPh Badan pada saat pendapatan tidak berubah atau tetap (0) yaitu sebesar 966168,528
· Koefisien regresi X sebesar 0,007 menunjukan skor PPh Badan akan meningkat sebesar 0,007 pada saat pendapatan ditingkatkan.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pengaruh pendapatan (revenue) terhadap potongan pajak penghasilan badan sebesar 0.012. Angka probabilitas 0,012 < dari 0,05, maka model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi potongan pajak penghasilan badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya.
4.2.3.2  Analisis Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui besarnya hubungan Pendapatan dengan PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya, dihitung koefisien korelasi antar kedua variabel dengan perhitungan sebagai berikut :

. 
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Sedangkan koefisien korelasi yang diperoleh dari pengolahan data dengan program SPSS versi 15.0 for windows adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7
Tabel Statistik SPSS korelasi
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Correlation is significant at the 0.06 level (1-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan program SPSS versi 15.0  for windows tersebut maka di dapat hasil nilai korelasi untuk pengaruh diperoleh hubungan pendapatan dengan PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya sebesar 0,954 dengan arah positif. Jika dilihat besarnya hubungan Pendapatan dengan PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya sebesar 0,954 masuk kategori hubungan yang sangat kuat. Jadi semakin besar pendapatan akan diikuti peningkatan PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya.

4.2.3.3  Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari pengaruh Pendapatan terhadap PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah  :

	Ho :  =0
	Tidak terdapat pengaruh Pendapatan terhadap PPh Badan pada PT. Cahaya Kharisma Jaya

	Ha : (0
	Terdapat pengaruh Pendapatan terhadap PPh Badan pada PT. Cahaya Kharisma Jaya


Statistik uji yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh adalah uji t dengan rumus sebagai berikut :

thitung  =   
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Dalam pengujian hipotesis ini digunakan uji 2 (dua) pihak, dengan kriteria keputusan:
· Jika t hitung > t tabel  atau t hitung < -t tabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima
· Jika -t tabel  (t hitung (t tabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak

Dari tabel t diperoleh nilai t tabel untuk = 0,05 dan derajat bebas (db) = 5-2=3 pada pengujian dua pihak sebesar 3,182

Hasil perbandingan nilai t hitung dengan nilai tabel dapat digambarkan seperti pada gambar berikut :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Gambar 4.4 : Diagram daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

Karena nilai t hitung sebear 5,487 lebih besar dari t tabel sebesar 3,182 maka diperoleh hasil pengujian Ho di tolak dan hipotesis alternatif diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan terhadap PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya.

4.2.3.4  Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui berapa persentase besarnya pengaruh pendapatan terhadap PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya dilihat dari koefisien determinasi dengan perhitungan sebagai berikut :

Koefisen determinasi 
= 
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Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 15.0  for windows hasilnya adalah;
Tabel 4.8
Tabel Statistik SPSS Model Summary
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Dengan demikian berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan program SPSS versi 15.0 for windows diperoleh koefisien determinasi diperoleh besarnya pengaruh Pendapatan terhadap PPh Badan pada PT Cahaya Kharisma Jaya adalah 90,9 % dan sisanya sebesar 9,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
4.2.3.5 Kesimpulan


Dari hasil pengolahan data baik pengujian hipotesis secara manual maupun dengan menggunakan SPSS versi 15.0  for windows dapat dilihat bahwa terdapat  pengaruh antara pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 0,6% dimana menurut aturan Giulford termasuk hubungan keeratan (korelasi) yang sangat kuat. Karena thitung 5,487 > ttabel 3,182 pada tingkat signifikansi 5% atau nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,954 memiliki tingkat signifikansi 0,6% maka H0 ditolak dan H1 diterima karena 0,6% lebih kecil dari 5% berarti pendapatan (revenue) mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan) atau adanya korelasi searah antara variable-variabel yang di uji. Sementara pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 90,9% yang artinya pajak penghasilan badan (PPh Badan)  yang diterima dipengaruhi oleh besarnya pendapatan (revenue) yang diperoleh dan sisanya sebesar 9,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor lain di sini yaitu adalah jangka waktu pembayaran, tanggal jatuh tempo yang diberikan. Hal ini dapat diterima mengingat besarnya pendapatan (revenue) yang diperoleh diikuti dengan peningkatan pajak penghasilan badan (PPh Badan) yang terutang. Maka hubungan pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan (PPh Badan) tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pendapatan (revenue), maka semakin besar pula pajak penghasilan badan (PPh Badan), atau sebaliknya semakin kecil pendapatan (revenue), semakin kecil pula pajak penghasilan badan (PPh Badan). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Siti Munafah Direktur Pemasaran PT. Cahaya Kharisma Jaya yaitu Pendapatan (revenue) merupakan tujuan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi kegiatan perusahaan dari produk-produk yang di semua perusahaan. 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan (revenue) terhadap pajak penghasilan badan (PPh 21) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan (revenue) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kenaikan pendapatan yang tinggi terjadi pada tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesanan yang diterima dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang menyebabkan jumlah pendapatan (revenue) pada tahun itu mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2005 terjadi penurunan dan pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan. Adanya penurunan pendapatan tersebut karena meningkat besarnya biaya yang digunakan, jangka waktu (termin) pembayaran serta adanya kelalaian dari konsumen dalam membayar kewajibannya kepada perusahaan sedangkan harga jual produk tetap dikarenakan kebijakan perusahaan tidak ingin mengambil resiko untuk menaikan harga jual produk, peningkatan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut  disebabkan karena adanya kenaikan harga jual bahan baku di pasaran. Sedangkan pada tahun 2007 pendapatan (revenue) mengalami peningkatan kembali dikarenakan biaya-biaya produksi mengalami penurunan disebabkan kembali normalnya harga bahan baku dipasaran.
2. Pajak penghasilan badan (PPh badan) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kenaikan yang tinggi terjadi pada tahun 2004. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini pendapatan (revenue) yang diperoleh PT. Cahaya Kharisma Jaya mengalami peningkatan karena banyaknya pesanan yang diperoleh. Sedangkan penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2005 dan kembali turun pada tahun 2006, dimana pada tahun tersebut terjadi fluktuasi harga bahan baku produk yang mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya produksi, besarnya biaya yang digunakan, jangka waktu (termin) pembayaran serta adanya kelalaian dari konsumen dalam membayar kewajibannya yang menyebabkan pendapatan (revenue) menjadi berkurang sehinga pajak yang terutang yang harus dibayarkan mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan pajak penghasilan badan dikarenakan pendapatan yang diperoleh mengalami kenaikan.
3. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Cahaya Kharisma Jaya, pendapatan (revenue) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (PPh badan) dan hubungannya sangat erat dan searah. Artinya jika pendapatan (revenue) mengalami kenaikan maka pajak penghasilan badan (PPh Badan) akan mengalami kenaikan pula. Sedangkan jika pendapatan (revenue) mengalami penurunan maka pajak penghasilan badan (PPh badan) akan mengalami penurunan pula. Pendapatan (revenue) berpengaruh besar terhadap pajak penghasilan badan (PPh badan) yaitu sebesar 91,2% artinya besarnya pajak penghasilan badan (PPh badan) yang terutang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan (revenue) yang diperoleh dan sisanya sebesar 8,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan atau laba, jangka waktu pembayaran, tanggal jatuh tempo, hal ini dapat diterima mengingat besarnya pendapatan (revenue) yang diperoleh diikuti dengan peningkatan pajak penghasilan badan (PPh badan) yang terutang, dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendapatan (revenue) mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan (PPh badan) pada PT Cahaya Kharisma Jaya. 

5.2  Saran


Saran yang dapat dijadikan masukan dan kritik dari penulis kepada pihak PT Cahaya Kharisma Jaya, yaitu :

1. PT. Cahaya Kharisma Jaya sebaiknya melakukan sosialisasi produk-produknya yang diberikan melalui media dan alat lainnya agar lebih dikenal masyarakat serta pengembangan terhadap produk yang lebih beragam dan inovatif. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen guna meningkatkan pendapatan (revenue) pada PT. Cahaya Kharisma Jaya.

2. PT. Cahaya Kharisma Jaya sebaiknya lebih selektif serta memperketat calon pembeli khususnya yang melakukan pemesanan atau pembelian secara invoice atau pembayaran tidak kontan dan mempertegas dalam memberikan sanksi kepada pembeli yang lalai, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dari pembeli dalam hal telat pembayaran sehingga akan berdampak pada pendapatan (revenue) yang diterima.
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